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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di manapun dia
berada dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945. Pada
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa pemerintah Negara Republik
Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjelasan
lanjutan adalah ada pada batang tubuh UUD 1945 pada pasal 28D ayat (1)
yang berbunyi: “Setia ar orhak  atas  pengakuan, jaminan

perlindungan dan kepastian myang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum?®.

Tempat tinggal warga ara Indonesia tidak hanya tersebar di
wilayah teritorial nusantara , ada yang tinggal di berbagai penjuru
dunia. Tinggal di berbagai"N a karena migrasi dalam beragam bentuk
dan alasan. Berbagai alasan migrasi warga Negara ke luar negeri antara
lain karena bekerja, ada juga karena ikut keluarga yang sudah lebih dahulu
menetap di Negara tersebut.

Menjadi pekerja @ig{:f.hﬂﬁhﬂ)pﬂih dikenal dengan nama Pekerja
Migrarfmwpfﬁm(BMl) adalah salah sathVAeluarga miskin di
fndongsia terutama yang berasal dari pedesaan. Upahsyang-ditawarkan
sangat menggoda bila dibandingkan dengan Negara sendiri untuk jenis
pekerjaan yang sama. Cerita keberhasilan sanak-saudara atau tetangga
sekampung yang dibuktikan dengan kepemilikan benda-benda yang dibeli
dengan harga mahal adalah godaan lain untuk menjadi PMI.

Menurut BP2MI sejarah pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada
kurun waktu 1945-1960an sudah terjadi hanya saja tidak melibatkan
pemerintah sebagai perantara maupun dalam pengaturan perlindungan.

Menjadi PMI lebih kepada merantau dalam tradisi budaya masyarakat



terutama dari pulau Sumateral. Bermigrasi ke Malaysia bagi warga negara
Indonesia berlangsung sejak lama bahkan sebelum kedua negara
merdeka. Sejak ekonomi Malaysia tumbuh pada tahun 1980an di mana
Malaysia memerlukan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan
proyek pembangunan menjadikan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia meningkat (Kassim, 2000). Minat PMI bekerja di luar negeri
adalah di Malaysia tertinggi, kemudian disusul Taiwan, Hongkong,
Singapore dan Saudi Arabia?.

Peningkatan kedatangan PMI ke Malaysia melalui jalur legal dan
illegal. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
mencatatkan Malaysia masih menjadi tujuan favorit pekerja migran dan
jenis pekerjaan adalah pekerja informal presentasinya melebihi daripada
lima puluh persen (50%) dan enam puluh sembilan 69% adalah
perempuan 3. Data jumlah pasti PMI di Malaysia tidak dapat diketahui
mengingat sebagian dari PMi-adaitah illegal. Pihak kedutaan Indonesia di
Malaysia menyatakan bahwa antara 2,5- 2,7 juta diperkirakan jumlah PMI
di Malaysia, 50%nya | adalah® illegal”. Bank Indonesia mencatatkan
remitansi (pengiriman wang) dari pekerja migran Malaysia menempati
urutan teratas yaitu 3,687 (dalam USD) disusul Singapura, Brunei
Darussalam dan lainnya °. |

Menjadi PMI kategori 3 D (Dirty, Dark, Dager) banyak diminati oleh
warga negara Indonesia yang pendidikannya rendah. Keberadaan laki-laki
yang terlebih dahulu kew Mglﬁyga, @Jagl yang menikah) sering disertai
bersaraf‘pa\ ﬁtfe )ﬁang kemudlan menjadl per‘rﬁ? e et fumah tangga dan
pekelje informal latanya. Menjadi PRT adalah kategor~PMI“yang rentan
terhadap kejahatan baik fisik, psikologis maupun seksual. Status
keberadaan mereka yang illegal inilah menjadi peluang bagi majikan untuk

melakukan tindak kejahatan atau eksploitasi lainnya.

! https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah (Diakses pada 25 Maret 2022)

2 https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan (Diakses pada 27 Januari 2022)

3 https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan (Diakses pada 27 Januari 2022)

4 https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-
pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal (Diakses 27 Januari 2022)
5 https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5 31.pdf (Diakses pada 27 Januari 2022)
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https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf

Peraturan pemerintah Malaysia tidak mengizinkan pekerja asing
kategori 3 D membawa serta keluarganya ke Malaysia. Kategori ini disebut
juga dengan tenaga kerja nonprofessional (Sulastri, 2017). Peraturan
tentang larangan menikah dan membawa keluarga tertuang di dalam
peraturan imigrasi Malaysia dan akta kerja 1955 (Hasan & Santoso, 2018).
Menurut Illhami (2020) beragam persoalan PMI yang direkapitulasi oleh
Migran Care (LSM yang menangani PMI) tahun 2018-2019 antara lain
masalah dokumen, gaji, hilang kontak, kekerasan fisik, kekerasan seksual
dan verbal, meninggal dunia, over stay, penipuan, sakit, ditahan majikan,
dipenjara, terlantar, PHK, pembiayaan rumah sakit dan perdagangan
orang (human trafficking). Rekap data yang tahun 2018 terdapat 189 kasus
yang ditangani dan 2019 ada 269 kasus. Kasus perdagangan orang
semakin meningkat dari 10 kasus (2018) menjadi 69 kasus (2019).

Wahyudi (2015) dari lembaga pusat sumber daya buruh migran
mencatat berbagai persoalag-PMt-yang ada di Malaysia. Masalah-masalah
yang dihadapi PMI sebagal berikut: Jam bekerja yang berlebihan tanpa
uang lembur; Tidak ada har libur termasuk pemberian hak cuti, gaji
dipotong bahkan tidak digaji; | Upah tidak mencapai minimum yang
ditetapkan Negara Malaysia; P|n ah<pindah majikan sesuka agen; Tempat
tinggal yang tidak Ilayak “afau  tidak sesuai standar kesehatan:
Pengetahuan, praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah yang
menjadikan kecelakaan kerja meningkat; Hilangnya hak “reunifikasi” PMI
sebagai bagian dari dk@ty,qrga&,« uArpqya peraturan di Malaysia tidak
memb?lal’mzm ”merqbawa anggota keluaﬂ%a ( 233
Aamilg Pemblayaan asuransi ada yang dlbebankan kepada PMlLoleh agen

Jgan) menikah dan

tetapi tidak terdaftar bahkan ada yang tidak berasuransi; Kriminalisasi oleh
aparat (sebelum berangkat dan kedatangan); Rentan sebagai objek
pemerasan, pengetahuan tentang informasi tentang hak pekerja dan
prosedur sebagai sasaran pemerasan dari berbagai titik; Kontrak kerja;
ada yang ada da nada yang tidak; Majkan tidak patuh pada kontrak kerja;
Tidak ada serikat pekerja yang dapat menyatukan pekerja dan membahas
persoalan pekerja; Paspor dipegang oleh majikan dan agen; dan

Pemalsuan dokumen oleh agen.



Praktek illegal membawa isteri, anak, menikah di Negara tujuan dan
memiliki anak menimbulkan masalah lainnya. Masalah yang timbul adalah
keberadaan isteri yang dan anak-anak yang tinggal secara illegal. Anak-
anak berstatus illegal tidak mendapat akses kepada pendidikan.
Keberadaan isteri dan anak jika ada masalah Negara tidak dapat
melindungi secara maksimal. Masalah lain yang juga muncul adalah anak
yang dilahirkan dari orang tua yang tidak berdokumen tidak dapat status
kewarganegaraan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, setidaknya
43.445 anak-anak atau anak muda, di bawah usia 21 tahun, masuk dalam
kategori tanpa kewarganegaraan, jumlah ini merujuk data tahun 201968.

Pemerintah Indonesia melalui kedutaan di Kuala Lumpur dan konjen
di beberapa wilayah Malaysia mengupayakan anak-anak pekerja migran
mendapatkan status kewarganegaraan mereka dan usaha mendapatkan
Pendidikan yang layak. Pada suvatu wawancara oleh media VOA
Indonesia, Koordinaior Penefangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) “di Kuala Lumpur menyatakan: "KBRI
memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang ingin
mendapat status kewarganegaraan, termasuk mereka yang tidak
berdokumen resmi. Situasi Malaysia yang tidak membolehkan PMI
membawa keluarga namun tekjadi. Meski begitu KBRI Kuala Lumpur tetap

melayani warga yang ingin anaknya diakui sebagai warga negara

Indonesia”’.
Meskipun plhaK k@dqgaqm,@ap menerima PMI yang ingin
mendqﬂarﬁwl s\tatu§ kewarganegaraan am A mﬂ kenyataannya sulit
Vl/ \

terealisasi. Hatini-disebabkan banyak PMtyang tldak beram keluar karena
takut dirazia oleh aparat Malaysia karena status illegal, apalagi membawa
anak yang illegal pula. Keadaan ini perlu menjadi perhatian mengingat
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut negara melindungi
PMI atas haknya sebagai manusia.

6 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441 (Diakses, 27 Januari 2022)
7 https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-
kewarganegaraan/5672383.html. (Diakses pada 3 Feb 2022).
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Masa awal pandemi tahun 2020 PMI Indonesia banyak yang
mengalami masalah. Kebijakan Lock Down vyang dilakukan oleh
pemerintah Malaysia berdampak pada pemutusan hubungan kerja kepada
PMI, ada yang dipulangkan bahkan ada yang bertahan tidak mendapat
gaji. Ada 70 ribu PMI yang dipulangkan ke Indonesia®. Sampai bulan Maret
2021 sebanyak 1.708 orang yang telah berhasil dipulangkan®. Mereka
yang pulang ada tidak bekerja lagi, ada yang baru selesai masalah hukum
serta masalah lainnya.

Melihat banyaknya pekerja migran di Malaysia yang mengalami
masalah perlu kajian tentang bagaimana Negara dalam melindungi

warganya di luar negeri yang berstatus sebagai pekerja migran.

2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tentang bagaimana upaya
meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri guna meningkatkan

nasionalisme. Pertanyaan kajian dirurouskan sebagai berikut:

a. Bagaimana Uladiy van Ngs.iur lindungan warga Negara
Indonesia di luar negeriy

b. Bagaimana kebijakanipe i/ dalam perlindungan warga Negara
Indonesia di luc er KAl sNva pekera migran.

c. Bagaimana dukunc anggaran terhadap perlindungan WNI di luar
negeri.

3. Maksud-Dan Tujuaf DHARMMA
VAR dchl 02 dalam kajianri AgaiatG R VA

a—Jntek menjelaskan berbagai regulasi yang mengaiui—perlindungan
warga Negara di luar negeri,

b. Untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan
pekerja migran di luar negeri.

c. Untuk menjelaskan dukungan anggaran terhadap perlindungan WNI di

luar negeri.

8 https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-
ribu-pmi-akan-di-pulangkan/.

9 https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-
terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara.



https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-ribu-pmi-akan-di-pulangkan/
https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-ribu-pmi-akan-di-pulangkan/
https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara
https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara
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4. Ruang Lingkup Dan Sistimatika Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah pada warga Negara Indonesia yang
berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai status warga negara
Indonesia yang berada di Malaysia.

Sistimatika kajian ini adalah penekanan pada kajian literatur tentang
kebijakan Internasional, regional dan Nasional terkait perlindungan warga
Negara termasuk pekerja Migran. Optimalisasi dalam perlindungan warga
Negara Indonesia di luar negri pada kasus pekerja migran dilihat dari legal-
politik dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Upaya tersebut baik berupa
kebijakan, sosialisasi dan anggaran dalam rangka perlindungan PMI.
Perlindungan kepada PMI dimaksudkan agar membangkitkan Nasionalisme

PMI sebagai warga Negara Indonesia.

5. Metode Analisis Dan Pendek

n

Metode penehiian |di dalam kajian ini-adalah deskriptif analisis. Data

yang digunakan adalah berasalidari dokumen dan literatur kajian terkait
berupa buku, jurnal, benta, ran /dan dokumen lainnya. Data yang
diperoleh kemudian dipilah Lk~ dianalisis menggunakan teori yang
relevan. Analisis menggunakan "PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial,
Teknologi, Ekonomi dan Legal) yang dipilih adalah pada analisis legal-
politik. Analisis legal-politik_mencakup: kebijakan internasional, kebijakan
regional, dan kebijal4 DHARMMA perlindungan PMI. Selanjutnya
deras TAN HANPP dipunakan untuk -WMANGRVA mepedindungan
u i \legara darm PMI di luar negeri. Ditvarapkan| g2 T~PMI yang
terlindungi maka nasionalisme akan meningkat.
Analisa legal-politik terbagi kepada 3 pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kebijakan Perspektif Internasional.
Pendekatan perspektif internasional digunakan bertujuan untuk melihat
tren bermigrasi menjadi PMI dengan status illegal banyak dipraktekkan
perlu dijelaskan dalam dimensi kacamata analisis kebijakan

internasional dalam perlindungan pekerja migran.
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Tren bermigrasi menjadi pekerja tersebut tidak hanyak berlaku
bagi warga negara Indonesia tetapi ada negara lain yang juga rakyatnya
melakukan hal yang sama. Seperti masyarakat Meksiko yang bermigrasi
secara illegal ke Amerika Serikat. Mereka ini adalah yang sering menjadi
masalah bagi negara Amerika Serikat. Pendekatan oleh Nina Glick
Schiller yang dijelaskan di dalam buku “Migration theory: Talking Across
Disciplines” yang diedit oleh Schittenhelm (2007). Nina Glick Schiller
dalam (Schittenhelm, 2007) berpendapat bahwa “perspektif kekuatan
global” tentang migrasi dalam perspektif analisis pada tiga aspek yaitu
lokalitas, kekuasaan transnasional, dan konsep penggabungan antara
lokal dan transnasional migran.

Perspektif kebijakan internasional perlu dijelaskan karena
bermigrasi adalah budaya global. Aspek lokalitas yang dimaksud adalah
pada kebijakan atau peraturan serta budaya negara asal dan tujuan.
Aspek kekuasaan transpastionat-adalah pada jalur usaha diplomasi antar

negara dalam mengatasi persoalan pekerja migran illegal.

Pendekatan Kehijakan Regioia!

Analisa legal-politik dengan pendekatan kebijakan regional
adalah pada posisi Indonesia, an Malaysia sebagai negara yang sama-
sama berada di ASEAN. Ada kebijakan regional sesama anggota
ASEAN. Salah satu bentuk kebijakan dalam perlindungan PMI adalah
ASEAN agreement (persetujuan) tentang perlindungan pekerja migran.
Salah satu bentuk kojjﬁtrhﬁ?éﬁawélﬁﬁhﬁengan pendekatan diplomasi antar
neg’&@ﬂr(éiFﬂihlgm§§jgnenyelesaikan masal@%@ﬂm@@%lbmasi gan model
pefindungan warga negara indonesia di luar negfi menurut Asep
Setiawan adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negri
dengan segala tingkatannya dari yang tertinggi hingga yang terendah.
Unsur pokok di dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan
kepentingan negara, tindakan untuk kepentingan nasional dan
dilaksanakan dengan damai (Setiawan, 2016).

. Pendekatan kebijakan Nasional.
Kebijakan nasional Indonesia dalam perlindungan warga negara
jelas termaktub di dalam UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 dan
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Pasal 28 D ayat satu (1). Selanjutnya kebijakan khusus mengenai
perlindungan pekerja migran terdapat dalam Undang-undang nomor 18
tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sebelumnya ada undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Nageri.

6. Pengertian

a. Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendefinisikan perlindungan
WNI adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan
melindungi kepentingan WNI dan Bantuan Hukum Internasional di luar
negeri termasuk menyediakan bantuan informasi/hukum/dan/atau sosial
dengan memperhatikan ~ prinsip  mengedepankan keterlibatan

keterlibatan pihak yang-beraaooung jawab dan/atau berwenang sesuai

dengan ketentuan peruda ndangan. Perlindungan tidak mengambil

alih tanggung jawab pidan n/atau perdata WNI. Perlindungan adalah
sesuai dengan ketentu perundang-undangan, hukum Negara
setempat dan kebiasaan internasional’®. Payung hukum untuk
perlindungan WNI di luar negeri adalah Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia

aslidan orang-oranq@&h@sﬂ%ﬂ@ap disahkan dengan undang-undang
seba'ghN\]qrAN\lﬁgara (UU No.12/200quAtﬁ(g Weliga Negara).

b. Migrasi, Bermigrasi dan Pekerja Migran

Migrasi menurut pengertian secara bahasa adalah perpindahan
penduduk dari satu tempat ke tempat lain (negara) untuk menetap?i?.
Migrasi atau bermigrasi dalam pengertian umum adalah perpindahan
dari tempat tinggal asal ke tempat tujuan (relatif permanen). Menurut

O'Reilly Karen (O’Reilly Karen, 2012) migrasi internasional adalah

10 https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html (Diakses pada 23 Mei 2022)
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi (Diakses pada 6 Agustus 2022)



https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi
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perpindahan individu dan kelompok dari satu Negara ke negara lain
untuk tinggal di tempat lain setidaknya sementara waktu seringkali
permanen yang tujuannya lebih dari sekedar kunjungan atau berwisata.

Beberapa isilah yang perlu dijelaskan yaitu pengertian Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
dengan upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang No.18
Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).
Pekerja migran sering disebut juga dengan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI). Pemerintah Indonesia secara khusus membuat lembaga atau
badan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan TKI yaitu Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negri (BNP2TKI). BNP2TKI berubah lagi menjadi Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sesuai dengan
-PMI112,

an pekerja migran adalah sesorang yang

penggantian nama TKI| mesqj
ILO (2006) mendefi

bermigrasi dari satu /Neg

ke Negara lain dengan maksud untuk
diperkerjakan cleh orang| elain/dirinya sendiri, termasuk siapa saja
yang diterima secara regular sebagal seorang pekerja migran.

Menjadi pekerja migran dengan tujuan mendapatkan penghasilan
lebih baik daripada di kampung sendiri. Faktor “Push and Pull” adalah

teori klasik dalam menjelaskan mengapa orang bermigrasi. Menurut
World Bank WorIdDB\qnp ' Mlﬂ'y'g Paper 149, 2008) sejarah oran
Ingl ' | Rermi R/k MAI p' d) J' k ;
n ng JBermigrasi ke Malaysia a._sejak zaman
TATHRN AT WA NGRVAT =

pepigjahan-Belanda, dimulai dengan cara-tradisionatsepertiberdagang

dan bekerja di kawasan pelabuhan Malaka.

c. Kebijakan/ Regulasi Terhadap Pekerja Migran

Pengertian kebijakan secara bahasa adalah rangkaian konsep
yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pemerintahan

untuk mencapai sasaran'3. Kebijakan pada intinya adalah pedoman atau

12 https://bp2mi.go.id/ (Diakses pada 2 Februari 2022)
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan (Diakses pada 7 Februari 2022)



https://bp2mi.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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panduan untuk tindakan yang bersifat sederhana atau kompleks serta
dalam bentuk umum atau khusus (Muadi at al, 2016).

Pada konteks kebijakan Negara ada beberapa hal yang dijadikan
panduan yaitu kebijakan Negara dalam bentuk dinyatakan, tindakan dan
untuk kepentingan masyarakat. Setiap membuat kebijakan sama artinya
dengan membuat keputusan yang diikuti dengan rangkaian tindakan
yang mengarah pada tujuan yang dipilih. Peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah akan diteruskan oleh aparat birokrasi
kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi
kebijakan dapat diukur keberhasilannya.

Perumus kebijakan adalah aktor yang bertindak sebagai penentu
kebijakan, pada konteks kajian pekerja migran adalah kepala negara,
menteri tenaga kerja (BP2M! secara khusus), menteri luar negeri,
Menteri dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, pemerintah
daerah. Presiden sebagat lembaga eksekutif dalam pemerintahan
Negara dalam membuat raturan perudangan harus membahas
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

bersama Dewan Perwakil
Pembahasan ditugaskan ada /menteri tenaga kerja, selanjutnya
dibahas bersama sehingga disahkan menjadi undang-undang.

Pihak yang terlibat dalam regulasi kebijakan tentang PMI tidak
hanya pemerintah indonesia tetapi juga kebijakan Negara lain yaitu

Malaysia dan dari organisasi PBB yang menangi masalah tenaga kerja
yaitu International Bmm\@qvpjgpﬂon (ILO). ILO sebagai organisasi

inteqﬂqq@llFAyﬁnﬂ wregurus masalah tem%ﬁ?ﬁmperhaﬂkan aspek

haleasasi manusia'Sebagai landasan universat:-Kebijakan yang berbasis
tujuan untuk kepentingan masyarakat atas nama bangsa dan Negara
harus mencakup: identifikasi masalah, agenda, rumusan, pengesahan,
implementasi dan evaluasi (Muadi at al, 2016).
Nasionalisme PMI

Nasionalisme PMI pada konteks ini adalah output daripada PMI
yang terlindungi. Menurut Maksum dan Surwandono (2018)
Nasionalisme diartikan sebagai ideologi penggerak dan sentimen.
Nasionalisme sebagai penggerak adalah pada konteks merebut dan
mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme pada konteks
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sentimen adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada Negara oleh
seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa, sejarah,
budaya dan ikatan kebersamaan lainnya.

Secara psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran
dan perasaan yang dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang
secara kolektif yang anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan
persamaan geografis, sejarah, budaya dan ikatan emosianal yang khas
lainnya. Pemahaman tentang Nasionalisme dalam kajian ini dibatasi
pada konteks nasionalisme warga Negara Indonesia yang sedang tidak
berada di wilayah Indonesia. Melalui kajian literature yang pernah
dilakukan tentang nasionalisme PMI warga Negara di Malaysia adalah

acuan utama dalam kajian ini.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
7. Umum

Pengkajian tentang migrasi antar Negara adalah kajian global yang
melibatkan kebijakan antar negara. Persoalan PMI sangat banyak dan
kompleks dimulai dari sebelum pemberangkatan, penempatan, di tempat
kerja dan kepulangan ke tanah air. Isu yang mengemuka antara lain adalah
pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Hak anak.

Masalah tindak kriminal seperti penipuan, perdagangan dan
penyeludupan manusia adalah bentuk-bentuk perlakuan yang diterima oleh

PMI sebelum berangkat dan penempatan.

8. Perundang-undangan

Payung hukum tertinggiat—dalam perlindungan warga negara

Undang-undang khusus téntang pekerja migran yang pernah ada
adalah Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini

glenggara
T Pada sisi
Iembga ada peraturan turunan dari undang-undang 39/2004 vyaitu
Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Tanggap Darurat Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan
International Cnvention on The Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Tentang

Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
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Undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia peran swasta hanya pada proses
memberangkatkan dari hasil verifikasi. Data PMI adalah yang dinyatakan
sudah siap oleh lembaga terpadu satu atap yaitu BP2MI.

Beberapa peraturan turunan dari Undang-undang nomor 18/2017
adalah Peraturan BP2MI nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan
Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan PMI bermasalah. Pada tahun
2022 lahir Peraturan BP2MI (Perban) nomor 05 tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 01 tahun 2020 tentang Standar,
Penandatanganan Dan Verifikasi Perjanjian Kerja PMI. Peraturan ini adalah
sebagai tindak lanjut daric MoU antara Indonesia-Malaysia dalam
perlindungan PMI pada 1 April 2022. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 lahir
lagi Perban BP2MI tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Panduan Organisasi _iniefpasional seperti ILO (International Labour

Organization, 2016) memb buku panduan untuk mengantispasi

permasalahan yang sifatnya s-besar pedoman. Secara spesifik tentu

saja terkait kebutuhan negara aits

Kerangka Teoritis

Analisa pada perspekiif teori kebijakan mengacu pada beberapa
pendekatan antara lain Andries Hoogerwerf (1990) yang melihat pada
beberapa aspek yaitu @Wmﬂmmﬂksa pada kerseluruhan sebab dan
« afun?snﬂqlm Ma‘&gh ﬁenQasarl kebijakan, ﬁ%ﬁéﬁvﬂ}ter_la yapg dapat
_difadikan| aCuan-yaitu: ketepatan perumusan,-eifferensiasi, keterbaduan,
makna empiris dan legitimasi. Analisis pada kebijakan dilihat pada isi,
proses dan hasil daripada kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990:290)
dalam keputusan kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti
pandangan dan sikap politik. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur
dan kualitas menggunakan teori kebijakan. Unsur di dalam struktur dapat
dilihat pada subkultur politik, peran orang tersebut, sifat proses politik,
dinamika proses politik, bidang kebijakan dan pengaruh informasi aktual.
Analisis kebijakan dimaksudkan untuk mengevaluasi program atau
kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009). Melihat
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kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak
atau tidak bertindak”.

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan
pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek
kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-
theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena
masalah tertentu, kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa
pada risalah kebijakan dapat medorong pada kebijakan berkualitas untuk
rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan
dilihat pada konteks empiris dan praktiknya. Alur pikir analisis perlindungan
PMI dapat digambarkan sebagai berikut:

Perlindungan
PMI

~ N\

Kebijakan Kebijakan:
baru { - Internasional

- Regional
--Nasional

¥ |

N Monitoring
Evaluasi Kebijakan

$_/

Patton & Sawicki ﬁ%&?ﬁ nﬂwﬁ)'ﬁgajukan langkah-langkah sebelum
analisis JE\ [akan yaitP definisi, penéﬂtuan kriteri&\(?valuasi, identifikasi

TANF ANA . GRVA —
atternatii—kebl ._memperlihatkan per n-afttara kepijakan dan
penifaian terhadap hasil kebijakan. Pada konteks kebijakan perlindungan
warga Negara yang berstatus PMI di luar negeri difokuskan pada kebijakan
perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pada kebijakan

internasional, regional dan nasional.

10. Data dan Fakta Hasil Kajian
Ulasan kajian terdahulu terkait dengan perlindungan warga Negara
dan pekerja migran dibagi kepada 3 bahasan. Bahasan kajian pertama
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adalah tentang bermigrasi ke luar Negara. Pembahasan kedua adalah
tentang perlindungan warga Negara di luar negeri dan ketiga tentang
perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.

a. Bermigrasi Menjadi PMI ke Malaysia

Peneliti yang dikenali dalam membahas tentang migrasi adalah
Michele Ford (Ford, 2006, 2019) yang mengkhususkan penelitiannya
pada tenaga kerja migran Indonesia ke kawasan ASIA. Kajian Ford yang
dipublikasikan pada tahun 2006 dan 2019 menyatakan bahwa
pemerintah Indonesia kurang melakukan usaha (effort) menanggulangi
lajunya pekerja migran ke Malaysia utamanya yang ilegal. Selain Ford
banyak lagi pengkaji yang menyatakan banyak masalah PMI ke Malaysia
yang tidak maksimal ditangani. Salah satu persoalan yang muncul
adalah bahwa UU 39/2004 masih perlu diperbaiki. Lahirnya Undang-
undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia sebagairespen
terhadap PMI.

erintah dalam memberikan perlinduangan

Bermigrasi daiisatu pat atau Negara ke tempat lain dijelaskan

dengan teori klasik migrasi yaitu faktor “Push dan Pull” artinya daya
dorong dari tempat asal da ya'tarik di tempat tujuan. Organisasi IOM
(International Organization for Migration, 2010) merilis gambaran umum
migrasi pekerja Indonesia yang ke luar negri. IOM mengumpulkan data
bersama dengan pemerintah Indonesia ke Negara yang banyak menjadi
tujuan PMI seperti W)&R Mrpggqura, Kuwait dan Bahrain. Data ini
dimmwﬁtﬂﬁr}gyk perbaikan undanwwmang perlindungan
pekerja migran:

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa Malaysia adalah
Negara tujuan tertinggi bagi pekerja migran dalam bermigrasi dan
bekerja. Lima Negara tujuan tertinggi berikutnya adalah Taiwan, diikuti
oleh Hongkong, Singapura dan Saudi Arabia. Pada tahun 2021 databoks
mencatatkan 5 negara tujuan PMI tertinggi adalah Malaysia, Arab Saudi,

Taiwan, Hongkong dan Singapura®4.

14 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-
naik-874-pada-agustus-2021 (Diakses pada 10 Juni 2022).



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021
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Tabel 1: Penempatan PMI Berdasarkan Negara Tujuan Periode
2017-2019

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERDASARKAN NEGARA
PERIODE 2017 s.d 2019

NO NEGARA 2017 2018 2019
1__IMALAYSIA 88.991 90.671 79.663|
2 TAIWAN 62.823| 72.373| 79.574|
3 |HONG KONG 69.182] 73.917] 70.840|
4 INGAPORE 13.379| 18.324] 19.354|
5 ?\UDI ARABIA 6.471 5.894) 7.018]
6 |KOREA SELATAN 3.728| 6.90! 6.193|
7 __|BRUNEI DARUSSALAM 6.62 5.70—31 5.63!
8 ITALY 1.010| 1.204] 1.34!
9 |PAPUA NEW GUINEA 225] 13_2| 1.034|
10 |[KUWAIT 1.162] 1.172) 7%
11 TURKEY 811 1.00: 734
12 |UNITED ARAB EMIRATES 1.667] 72 57
13__UAPAN 538 4s. 48

14 IOMAN 1.085| 74 471
15 |POLAND 51| 102] 430

16 |[NEW ZEALAND 332[ 340| 339

17 _IMALDIVES 283 322| 292

18 OLOMON ISLANDS 291 zs_ﬂ 218

19 EATAR 1.037] 58 217

20 |BAHRAIN 125 s% 130

21 |ALJAZAIR 19 65 12!

22 |RUSSIA 125 91| 12

23 |GABON 235, 37g|

24 _|zAMBIA 155| 19 8:

25 |HUNGARY 7] 1 :% 56|

26 _JLAINNYA 2.544 1.23 72

TOTAL 262.899) 283.640| 276.553|

* Periode data di tarik pada tanggal 07 januari 2020

Sumber; BP2MI; www.bp2mi.go.id.

Data tersebut adalah yang tercatat di Badan Nasional

Penempatan dan Perlindun: enaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang

kemudian berubah n Jadi Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI). 2Mliadalah sebutan yang menjadi amanat
di dalam UU no.18/2017. D

dilakukan oleh warga Neg

» selanjuinya adalah jenis pekerjaan yang
donesia di luar negeri adalah sektor
ikan oleh BP2MI periode 2017-2019 berikut
menggambarkan bahwa pekerja rumah tangga adalah tertinggi di antara

informal. Data yang diperliha

pekerjaan informal lainnya.

PENEMPATAN TENAGAKEHIA INDONTSIA
BERDASARKAN JABSATAN
PERIODE 2017 s.d 2019

NO JABATAN 2017 [ 2018 | 2019

1 Domestic Worker SE.D“” 93.195' 86.407|
2 |caregiver 44.0% 51 % 55.493|
3 perator 31.36 36.00! 28.848|
4 Worker 23.905 26. 27.101
5 Plantation Worker 26.471 25.1 23.171
6 [Techinician Hydrolic 5,75 15.7¢ 18.583]
7 |Crane Operator 35 5.379| 7.090)
Fisherman 2.819 2.6: 2.872]
9 Farming 494 1.821 2.319|
10 ICor Worker 1.831 2.0 2.240|
11__lOperator EPC 1 2.02 2.3 1.799|
12 ICleaning Service 1.81 1. 1.623|
13 |waiter 1.670 1.21 1.182
14 |Spa Therapist 1 5% 1.% 1.084|
15 |Nursing Home 7 8t 9269
16 [Hou il 1.591 1.486: 917]
17 Farmer 1.147| 53: 831
18 lCleaners 381 2 685|
19 R nt Worker 321 22! 583|
20 lAsst. Bar Manager (Kapal Pesiar) 151 6: 492]
21 i | Labour 475 54: 438|

22 [Terapis 176 271 39:
23 Manufacturing Worker 1.9¢ 1.14 377
24 |Sanitation Officer (Kapal Pesiar) agg 36! 339

25 |Cooker 30!
26 ainnya 1121 11.01 10.411
TOTAL 262.899 283.640| 276.553]

* Periode data di tarik pada tanggal 07 januar 2020
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Sumber: BP2MI; www.bp2mi.go.id.

Perhatian pada aspek kesejahteraan pekerja migran selain
daripada perlindungan hukum adalah aspek kesejahteraan pekerja
migran untuk masa tua mereka. Habibullah, Jauhari dan Sandra
(Habibullah et al., 2016) menitik beratkan pada aspek jaminan
perlindungan sosial pada TKI*® (Tenaga Kerja Indonesia) yang
bermasalah. TKI yang bermasalah memerlukan pihak terkait selain
masalah hukum, misalnya pendampingan psikologi dan pengantaran
pulang ke kampung asalnya. Masalah ini juga telah direspon dalam
Undang-undang yang disahkan pada tahun 2017.

Wahyudi (2016) menulis thesis tentang perjalanan PMI illegal di
Malaysia menjelaskan bahwa PMI yang tidak mempunyai dokumen
disebut PATI (Pekerja Asing Tanpa lzin) telah mempengaruhi kehidupan
social, ekonomi masyarakat Malaysia. Hasil kajian Wahyudi mendapati
ternyata modal sosial dalam-bentuk jaringan dalam berbagai bentuk
yang tidak terdeteks| olehaparat dalam proses keberangkatan tanpa
dokumen. Bentuk jaringan tersebut adalah persahabatan, persaudaraan,
tetangga atau berasal dari etnik yang sama. Jaringan ini amat kuat dan
terstruktur yang dipatuhi sesama pekerja migran. Penyelesaian
masalah di antara mereka dan Negara tujuan sulit ditembus tanpa
terlibat lama dengan mereka.

Hugo (2005) melihat dalam perspektif Negara asal di mana
fenomena migrasi 6r‘qqkmamml£erasal dari desa atau kampung.

Migtesi i hanya-ear desa ke kotertetapi dar elampau Negara.
Kurj\é:ﬁ? lg)(g,kl\lelr]x"aan di desa menjadi ﬁ)écbﬁtﬁﬁ;nyak orang desa
bermigrasi. Hugo melihat pembangunan di wilayah yang ditinggalkan
oleh migran sering tidak merata. Meski demikian banyak kondisi desa
berubah ketika hasil dari migrasi banyak terwujud pada bangunan-
bangunan mewah hasil migrasi.

Pada sisi Negara penerima pekerja migran Kassim (2000 dan 2011)

mengkaji tentang pekerja migran di Malaysia yang berasal dari berbagai

15 penyebutan nama TKI menjadi pekerja migran seiring dengan nama yang ditetapkan di
dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017.
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Negara termasuk Indonesia. Kassim mengkaji khusus tentang migran ke

Malaysia yang banyak merubah tatanan kehidupan social ekonomi

Malaysia, bahkan tata ruang pemukiman. Pengertian dari sisi peraturan

Negara Malaysia dijelaskan oleh Kassim (2011) sebagai berikut:

1) Orang yang masuk ke Negara dengan cara membawa dokumen
resmi seperti izin kerja, kunjungan atau berwisata tetapi tidak
memperpanjang izin tinggal berikutnya.

2) Orang yang masuk ke Negara dengan cara resmi bekerja pada satu
tempat tetapi berbeda dalam pelaksanaan.

3) Penyalahgunaan izin tinggal

4) Tidak membawa dokumen sama sekali ketika masuk Malaysia

5) Anak yang lahir di Malaysia tidak terdaftar sebagai orang tua luar
Negara Malaysia

6) Orang asing yang memiliki dokumen identitas yang berbeda dengan

pemegang dokumen atad-dokumen palsu.

7) Pencari suaka dif man alaysia bukan Negara penanda tangan
penerima suaka.
Kassim melihat bah

6,7 juta terdapat 2,2 juta tid

ada migrasi warga asing yang mencapai
emiliki dokumen dan izin resmi. Masalah
PATI inilah yang kemudian™ menimbulkan persoalan bagi Malaysia.
Hilangnya pendapatan pajak dari pekerja serta masalah kriminal yang

timbul.

_ DHARNMNMA [
. Perng_ixB\VI\\I/%ga Negara Di Luar NT\ﬂi{INGRVA\

Handeno-—2005) menulis artikel-tentang pesdinddhgan warga
Negara perbandingan antara Indonesia, Philipina dan Jepang. Kajian
tentang perlindungan warga Negara pada 3 negara tersebut terdapat
perbedaan kebijakan. Perbedaan tersebut terletak pada keunikan
kebijakan pada konteks politik, ekonomi dan social budaya yang
melekat.

Perlindungan kepada warga Negara di luar negeri dengan
berbagai status adalah kewajiban Negara. Secara umum perlindungan
bisa serupa namun terdapat kekhususan dan fokus terkait status

keberadaan warga Negara di luar negeri. Perbedaan negara Jepang dan
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Philipina dalam memberi perhatian dan perlindungan warga negaranya
terletak pada langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian
masalah. Pada konteks Indonesia perhatian yang lebih besar ditujukan
kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Perhatian yang lebih besar
disebabkan banyaknya warga Negara Indonesia yang terlibat masalah
hukum di mana mereka bekerja. Masalah lainnya adalah banyaknya
pelanggaran terhadap hak pekerja. Oleh karena itu menyangkut
kepentingan pekerja maka sudah sewajarnya aspek keselamatan dan
keamanan pekerja migran mendapat perhatian khusus dari pemerintah
Indonesia. Salah  satu contoh perhatian khusus adalah
ditandatanganinya perjajian bersama atau Memorandum  Of
Understanding antara Indonesia-Malaysia terkait perlindungan pekerja
Indonesia di Malaysia.

Susiana (2012) menulis banyaknya kasus yang menimpa PMI di
Malaysia dengan  rekomendasi-perlunya revisi UU 39/2004. Kajian
Susiana memperkuat bahwa banyaknya kasus pelanggaran hukum
kepada PMI di Malaysia salah sattinya disebabkan oleh undang-undang
tentang periindungan - PMII yvang kurang memadai. Jenis-jenis
pelanggaran antara lain-dokumen; hukuman di Negara Malaysia bahkan
ada yang sedang dalam prdéés hukuman mati. Meski PMI illegal banyak
yang mengalami masalah namun angka minat pekerja Indonesia ke

Malaysia tidak surut.

Tﬂw k/ 3\1\‘1" ‘I: 7 W

) Maspkah Y?r\gﬁDugadapl PMI dan Perhrﬁl %: fegar

Berbagai-persoalan yang dlhadapl oleh PMI mula| dari sebelum

berangkat, masa pelatihan, pengiriman, penempatan dan di tempat
kerja. Pada kajian ini pengkaji hanya menyoroti pada masalah pekerja
perempuan dan anak-anak yang bermasalah di Negara Malaysia.
Farida Sondakh dan Tita Nauvalita (2003) mempublikasikan hasil
penelitian tentang pekerja yang dipublikasikan oleh World Bank.
Beberapa persoalan yang muncul ditemukan pada perempuan yang
bekerja di sector domestic adalah yang paling rentan terhadap berbagai
tindakan pelecehan seperti fisik, psikologis bahkan seksual. Tahapan
penderitaan PMI perempuan mulai dari sebelum keberangkatan.
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Contohnya adalah pemerasan oleh sponsor agen perekrutan, disekap di
penampungan sementara, hidup di penampungan secara tidak sehat,
pelecehan dan pemalsuan dokumen. Tahapan berikutnya adalah
penempatan, PMI berhadapan dengan agen-agen di Negara tujuan dan
majikan seperti menahan gaji, pemotongan, serta ada yang tidak
dibayar. Masalah lainya seperti kontrak kerja diakhiri secara sepihak, jam
kerja yang melebihi perjanjian (tanpa biaya lembur), tidak diizinkan
berkomunikasi dengen keluarga atau agen atau KBRI. Masalah yang
kekerasan fisik dan verbal, pelecehan dan pemerkosaan.

Selanjutnya masalah pada paska penempatan ketika PMI kembali
ke tanah air di bandara mereka ditemui oleh para calo yang memaksa
mereka untuk menukar uang dengan nilai tukar rendah (dari yang
berlaku) menaiki kendaraan yang sudah disediakan calo dengan
bayaran tinggi. Masalah tidak hanya sampai di sini setelah tiba di rumah
dipaksa membayar hutang—keluarga yang seharusnya bukan
tanggungan PMI. Farida So%dakh dan Tita Nauvalita (2003) melihat
bahwa peranan KBRI dan K3RI sangat penting dalam membantu PMI
yang bermasalah di liar Negara.

Bryant dalam hasil risetnya berjudul “Children of International
Migrants in Indonesia, Thailand and the Phillipines: a Review of Evidence
and Policies” (Bryant, 2005) tentang anak-anak yang orang tuanya
bermigrasi mengalami masalah baik yang ditinggal maupun yang
dibawa. Kajian Bryanl w(@QQ{;S) payda} anak yang ditinggal, bahwa mereka
sdacara ogl kurang kasih sayaqg ka d:wl K diasuh langsung
olej oraﬁzﬁi\a 2ementara anak- anakﬁ;z'inﬁdl‘bawf eleh Brang tuanya
bermigrasi lebih menderita daripada anak-anakyang ditinggal dengan
keluarganya. Sulitnya mendapat akses pada pemenuhan hak-hak anak
di Negara tujuan karena kendala administrasi adalah hal yang lumrah
terjadi.

Wahyono (2007) menulis artikel tentang masalah hak pekerja
migran mendapat perlindungan di Malaysia yang dipublikasikan ke
dalam jurnal kependudukan. Wahyono (2007) medeskripsikan berbagai
persoalan yang dihadapi oleh PMI belum mendapat perlindungan
maksimal. Wahyono meneliti tentang pekerja migran tidak hanya berasal
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dari Indonesia tetapi juga dr Philipna, India dan Vietnam. Jenis pekerjaan
yang diteliti adalah asisten rumah tangga, buruh pabrik, pekerja
konstruksi, pekerja perkebunan dan pekerja di toko serta restauran.
Temuan dalam penelitian ini terdapat pelanggaran seperti gaji rendah,
gaji ditahan bahkan tidak dibayar, kekerasan fisik, kondisi tempat tinggal
yang tidak layak, penahanan paspor (oleh agen atau majikan), korban
perdagangan manusia bahkan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks.
Selain itu para pekerja juga dapat menjadi korban pungutan liar oleh
oknum polisi dan oknum imigrasi Malaysia. Serangkaian persoalan
tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang informasi
tentang bagaimana melakukan perjalanan berdokumen. Faktor
berikutnya adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang hukum
tenaga kerja dan peraturan keimigrasian Negara setempat. Faktor
pemalsuan data oleh agen yang merekrut serta pemalsuan antara
dokumen penempatan dengap-tempat bekerja.

Shavira Lisdiany Sulastri (Sulastri, 2017) menelaah pada aspek
hukum dan kebijakan baik internasional maupun regional. Ketentuan
yang ditetapkan oleh'\pemerniah Malaysia tentang larangan membawa
anak pekerja memerlukan pendekatan antar kedua Negara. Hasil dari
penelitian Sulastri ini menghasﬂkan dibolehkannya anak-anak TKI ikut
belajar pada lembaga pendidikan di Johor yang mengikut pada kurikulum

Indonesia.

Sebelumnya paqe l,«,yaqg dilakukan oleh Windari (Windary,
201%)%%17 a‘ng Ke{Jasama Indonesia- Maﬁ‘ ﬂyf’ﬁ”@ \‘Jél‘j‘?ldang Pendidikan
AnakT TK¢i- Sabah Anak-anak TKt-di-Sabah [dapat “memperoleh
pendidikan dasar namun materi pengajarannya berbasis kurikulum

Malaysia. Kerjasama ini sekurangnya adalah respon terhadap masalah
anak TKI yang memerlukan pendidikan. Aminullah pernah menjadi guru
bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah khususnya mereka yang
bekerja di perkebunan. Target yang dicapai sebatas pada kemampuan
membaca dan berhitung dasar, karena kegiatan ini adalah kerjasama
dengan LSM Malaysia (Aminullah, 2012).

Raharto, A., & Noveria, M. (2012) Raharto, A. dan Noveria, M
(2012) menyoroti tentang isu perlunya group advokasi dalam usaha
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perlindungan terhadap pekerja migran oleh berbagai pihak.
Perlindungan diperlukan mulai dari sebelum keberangkatan seperti
tahapan rekrutmen, kemudian tahapan pelatihan sehingga tahapan
penempatan. Masa penempatan juga tetap memerlukan perlindungan.
Kajian pada tahun 2012 ini adalah masa di mana Indonesia belum
mempunyai undang-undang spesifik tentang perlindungan pekerja
migran Indonesia.

Noveria M (2017) melakukan kajian pada sebagian masyarakat di
Desa Sukorejo Wetan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang
menjadi PMI di berbagai negara. Noveria M menemukan masayarakat di
desa tersebut melakukan migrasi berulang menjadi PMI. Ada beberapa
factor yang menyebabkan terjadinya PMI berulang yaitu: pertama hasil
bekerja di luar negri cukup untuk membiayai hidup di kampong. Kedua,
ada masalah dengan adaptasi di kampung setelah kembali. Ketiga, gaji
atau upah bekerja lebih—tendah dari pada di luar negri. Keempat,
kesulitan dalam berwirausaha. Hal yang menjadi peluang adalah
tersedianya jaringan \yang membantu kembali ke Negara tujuan dalam
mendapatkan pekerjaan dan te mpat tinggal.

Natalis dan Budl Ispriyarso (2018) menyoroti masalah politik

hukum dalam perlindungah"t'enaga kerja Indonesia berbasis feminis.
Natalis dan Budi memeriksa pada beberapa regulasi dan kebijakan
terkait perlindungan PMI. Kajian mereka dimulai dari konsep idela,
konstitusional, IeglsI@s ﬁ?@@p‘ﬁﬁ?emt35| Hasil kajian mendapati bahwa
regutasigdalam p Ilndungan PMIpere e aperaturan kKhusus
sebjlgal iiﬁ I:rfjut dari pengesahannlékvej}:qfar{; i¢lah=diratifikasi.
Sari D.A. | at al (2021) dalam artikelnya berjudul “Karakteristik
Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran di Negara ASEAN”,
sorotan kajian pada kebijakan tentang perlindungan pekerja migran
Indonesia dengan pendekatan perspektif gender. Perlindungan PMI
melalui undang-undang masa pemerintahan presiden Susilo Bambang
Yudoyono yaitu UU No0.39/2004. Sari D.A.lI melihat bahwa adanya
undang-undang tersebut ternyata tidak terlalu berdampak pada
pengurangan angka tindak kekerasan terhadap PMI. Analisa Sari D.A.l
pada UU tersebut adalah bahwa kebijakan UU N0.39/2004 tidak
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berspektif gender, sehingga tidak menyentuh pada aspek pengurangan
tindak kekerasan terhadap perempuan. Masa pemerintahan Joko
Widodo lahir UU No0.19/2017 tentang perlindungan PMI, namun
peraturan turunan dari Undang-undang tersebut belum dilaksanakan.
Selain masalah peraturan turunan dari undang-undang kajian Sari D.A.
| menemukan bahwa Indonesia sebagai Negara pengirim PMI dalam
negosiasi lemah dalam prosisi tawar terhadap Negara penerima PMI.

Saliman (2013) mengkaji aspek hukum 2 negara antara Indonesia
dan Malaysia dilihat pada perspektif Negara masing-masing, perspektif
Negara ASEAN dan perjanjian bersama (MoU). Saliman (2013) melihat
bahwa fenomena migrasi PMI dilihat pada aspek ekonomi adalah hal
yang menguntungkan kedua Negara. Pendekatan kajian yang dilakukan
melalui metode sejarah, norma hukum positif yang dianalisis sebagai
penelitian normatif. Konstitusi Negara Malaysia tahun 1957 dilihat
menempati posisi penting-dalam prinsip perlindungan warga Negara dan
sebagai Negara hukum. Beberapa prinsip tentang perlindungan hukum
pekerja migran ditandatangani-dalam perjanjian Internasional seperti
piagam ASEAN dan MoU dengan pemerintah Indonesia. Meski demikian
dalam pelaksanaan masih Banyak yang perlu diperbaiki.

Hasil penelitian Saliman (2013) menyatakan bahwa PMI di
Malaysia secara hukum sudah mempunyai dasar perlindungan melalui
undang-undang dan peraturan. Sementara di Malaysia undang-undang
khusus mengenai perhqdl%@@n ,p@kerja asing. Akta mengenai pekerja
secara \uﬂmu(n d{gunakan kepada s%w$ peke ga\ yang berada di
Malaysia. Perjanjlan antara kedua Negaia (MoU) téniang perlindungan
PMI bukan dokumen undang-undang. Karenanya tidak dapat
diberlakukan sebagai “mahkamah”. MoU harus ditingkatkan menjadi
undang-undang di Malaysia. Diperlukan undang-undang Malaysia yang
berisi ratifikasi perjanjian internasional tentang perlindungan buruh dan
anggota keluarganya.

Aswindo, M. At al (2021) mengkaji tentang dampak Movement
Control Order (MCO) dan penghentian sementara pekerja PMI oleh
pemerintah Malaysia terhadap PMI. Hasil penelitian menjelaskan bahwa
banyak PMI yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang
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masih bertahan dengan tabungan yang tersisa. Sementara itu dari pihak
Indonesia yang biasa mengirim PMI juga mengalami dampak karena
berkurangnya permintaan tenaga kerja Indonesia. Hal ini tentu saja

berdampak pada perekonomian daerah pengirim PMI.

11. Geostrategi Ketahanan Nasional dan Lingkungan Strategis
Sasaran pembangunan yang akan dicapai meliputi semua aspek
kehidupan bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
hankam. Selain itu tiga aspek trigatra geografi, demografi dan sumber
kekayaan alam yang- meliputi pengelolaan, pemanfatan dan
pengamannya. Pada kajian ini sorotan utama pada aspek politik, sosial
budaya, hankam dan demografi.
a. Politik
Kondisi ketahanan nasional yang kuat Setiap negara memiliki
tantangan dalam- melingunet
gangguan termasuk K

maupun luar. PMI adala

warga negaranya dari ancaman dan

pman-yang datang baik dari dalam
¢gara yang perlu dilindungi secara
ang siabil dalam suatu negara dapat

4

menghasilkan kebijakaR 2lindunga segenap warga negara baik

hukum dan pelitik: Ko

yang berada di dalam negefrfmaupun diduar negeri.

Politik luar Negeri adalah salah satu sarana dalam mencapai

kepentingan nasional dalam pergaulan antar negara yaitu perlindungan

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri berpegang teguh
pada UUD 1945, Pancasila dan RPJM. Situasi Internasional yang selalu
berkembang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan.
Permasalahan tersebut memerlukan penanganan dan penyesuaian,
demikian juga politik luar negeri antara Indonesia dan Malaysia.

Aspek politik dalam perlindungan PMI adalah lahirnya berbagai
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan arah
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tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan pekerja migran
Indonesia yaitu menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi
manusia para pekerja migran serta menjamin perlindungan hukum,
ekonomi dan sosial pekerja migran serta keluarganya. Perlindungan

tersebut dilaksanakan sebelum, selama dan setelah bekerja’®.

b. Ekonomi

Gatra ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah
bagian dari aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan
kebutuhan masyarakat. ‘Kebutuhan yang meliputi produksi, distribusi
serta konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan cara yang
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan?’.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terdapat sekelompok orang

yang melakukan pekeraasdas-dari tanah air. Salah satu sumbangan

sebesar USD 2,28 milyar atau sekitar 33 triliun.

Angka yang cukup besar tersebut menyumbang pada PDB

c. Sosial Budaya
Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik sosial
budaya bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)

baik yang datang dari dalam maupun luar. Ancaman secara langsung

6 Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI
17 Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI
18 https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf
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atau tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial
budaya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lemhannas RI, 2022:
83).

Ketahanan sosial dalam perlindungan PMI adalah dalam
menghadapi tantangan warga negara Indonesia yang mengalami
pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya dalam mencari
nafkah. Ancaman tersebut dapat menjadikan kelangsungan kehidupan

sosial PMI baik dari asal maupun di negara tujuan.

. Pertahanan dan Kemanan

Konsep pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah
keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan
serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta. Pada saat
seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

militer dan kepolisi dan dikerahkan secara terpimpin,

terintegrasi dan-terko ‘ enjamin penyelenggaraan system
pertahanan dan__keamanas at__semesta. Dapat terjamin
kesinambungan.-pe [ asional dan kelangsungan hidup

bangsa dan negarabe Faneasila dan UUD 1945.

. Demografi

Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dibinda dan

problem sosial dan melemahkan ketahanan nasional (Lemhannas R,
2020: 60).

Menjadi pekerja migran adalah upaya jalan keluar dari kurangnya
lapangan pekerjaan di Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia yang
berada di luar negeri yang terbanyak adalah di Malaysia. Diperkirakan
mencapai antara 1 juta hingga 1,7 juta. Perlindungan terhadapa
penduduk Indonesia tentu saja tidak hanya di dalam negeri, di luar

negeri juga adalah kewajiban negara.
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Lingkungan strategis regional dan global yang dihadapi negara
dijadikan dasar pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dan
sasaran yang ingin dicapai pada perlindungan PMI. Kondisi regional
Indonesia adalah berada di negara ASEAN di mana negara Malaysia
dan Indonesia menjadi anggotanya. Jarak tempuh perjalanan dari
Indonesia ke Malaysia serta budaya yang hamper mirip adalah di antara

faktor banyaknya warga negara Indonesia yang bermigrasi antar

negara.
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BAB Il

PEMBAHASAN; KEBIJAKAN PERLINDUNGAN WNI DAN PMI

12. Kebijakan (Regulasi) Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Perlindungan Negara terhadap PMI di luar negeri menurut
Susetyorini (2010) ada tiga yaitu perlindungan yuridis, teknis dan politis.
Aspek yuridis adalah pada bantuan hukum baik melalui pengadilan maupun
di luar pengadilan. Perlindungan teknis adalah penyediaan shelter atau
rumah singgah dan repatriasi pemulangan. KBRI menjadi fasilitator dalam
mengurus dokumen perjalanan kembali ke Indonesia. Aspek perlindungan
politis adalah penghormatan pada kesepakatan antara Indonesia dan

Negara penerima sehingga dapat meminimalisir kasus pelanggaran.

Perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia

yang berfungsi dan bertugas adalah perwakilan dalam melaksanakan
kepentingan nasional terhad arga negaranya. Konvensi Wina tahun
1963 mengatur tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi menjadi
undang-undang nomor 1/1963. Mengacu pada hasil ratifikasi konvensi Wina
tersebut menurut kajian Saliman (2013;128) mencakup:
a. Perlindungan dengan-pendekatan-palitis.
Padaaspek_inipe ngah N kerjasama antara pemerintah
den-gﬁ]w&ﬂ/benerima, atau sebaliMM@%%ANegara pengirim.
Misalnya kerjasama organisasi internasional, kerfasaima organisasi
keagamaan dan lainnya.
b. Upaya kemanusiaan.
Perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara kunjungan, konsultasi
bagi korban pelaku kejahatan. Bentuk bantuan bisa memberikan bahan
kebutuhan pokok, kunjungan agamawan, pendampingan kesehatan
atau psikolog hingga repatriasi.

c. Advokasi hukum dengan dua pendekatan:
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1) Perlindungan hukum preventif: rakyat diberi kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum ada keputusan
pemerintah yang defenitif. Maksud preventif adalah mencegah
terjadinya sengketa.

2) Perlindungan hukum represif: cara perlindungan ini adalah untuk
menyelesaikan sengketa. Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam
membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Jumlah pekerja migran yang terus meningkat adalah potensi bagi
pendapat Negara dari banyaknya remittance yang dikirimkan ke Negara
asal. Nilai ekonomi yang dapat diperhitungkan maka secara hukum
internasional sudah sewajarnya mengatur tentang perlindungan pekerja
migran.

Negara Indonesia dalam kebijakan luar negerinya memegang
prinsip bebas aktif. Intensitas diplomasi Indonesia yang seimbang untuk
menjaga kepentingan—sasijenal serta  ikut berkontribusi pada
permasalahan dan isu glob%l. Diplomasi dan kebijakan luar negeri
Indonesia mengandung sasaran strategis yang ingin dicapai termasuk
perlindungan terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri.

Dasar hukum perlindungan warga Negara terdapat dalam
Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Pada penjelasannya
dicantumkan tentang hak warga Negara untuk mendapatkan
perlindungan sebagai tujuan nasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
adalah pelaksana d@(ia,am@ﬁ@p,,-wmgiaﬁng-undang nomor 37/1999 tentang
Hy ar Negeri, bahwa perwakl Iql+ 13y, negerl adalah yang
meik;:?/irlj;{an Ir\1k1ember|kan perllndungg'n Eagl VFD\;NI oi/Negara tersebut.

Pada aspek perjanjian internasional dalam rangka dialog dan
penyelesaian masalah antar negara dinyatakan di dalam undang-
undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
Kementerian luar negeri yang mendapat tugas Negara berdasarkan UU
37/1999 menetapkan membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan
Badan Hukum Internasional (BHI) melalui Kepmenlu No0.053/2002
tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negri. Hadirnya
direktorat ini sebagai jawaban atas keperluan masyarakat Indonesia
yang berada di luar negeri. Rincian tugas dan fungsi direktoran



34

perlindungan WNI dan BHI dituangkan di dalam Permen Deplu
No0.6/2004 yang menyatakan bahwa Pejabat Diplomatik dan Konsuler
bertugas untuk pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta
perlindungan WNI dan BHI.

Kebijakan kementerian Luar Negeri selanjutnya dalam hal
perlindungan warga Negara dan Badan Hukum Internasional (BHI) di
luar Negara sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian Luar
Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menetapkan
keputusan Menteri Nomor 28 tahun 2020 tentang rencana strategis
Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Keputusan ini merupakan bagian
upaya layanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024
merupakan agenda pembangunan yang dicanangkan oleh presiden

Joko Widodo yang disebut agenda pembangunan ke-7. Motto yang

dicanangkan adalah’ Me rkuat Stabilitas Hukum, Pertahanan,

Keamanan (Polhukhanka an Transformasi Pelayanan Publik”. Ada
lima arah kebijakan, kebi

Perlindungan WNI/BHI; p

an . pembangunan Polhukhankam yaitu
tasan, penjaga perdamaian, kejahatan
lintas batas dan puncurian ikan. Dari 5 aspek tersebut 4 aspek adalah
isu strategis kementerian luar negeri*?.

Menurut Departemen Dalam Negeri?® Pihak terkait atau intansi
dalam pemerintaharbc‘a\lmlmfiﬂngan warga Negara di luar negeri
ter [ | sghagal berikut; Depaiiem Negeri;~-Kemenko
Poﬁeﬁlnﬁlé\ewnénkg PMK; Kemenlt)erfi\frf\ F[\)Pa?at[:]Vr\‘?(\egeri: Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota; Departemen Kehakiman dan
HAM; Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Daerah; Kementerian Tenaga
Kerja: Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten / Kota; Departemen
Sosial, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Polri; Asosiasi
Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja dan Instansi terkait.

19 Kemenlu.2020. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2020-2024
(www.kemlu.go.id)
20 https://kemlu.go.id/download/ (Diakses pada 11 Juni 2022)
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13. Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia memiliki posisi sangat
strategis. Di samping sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN,
Indonesia menjadi salah satu inisiatf yang melahirkan Piagam ASEAN yang
di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya untuk bekerja
sama dalam tiga hal: 1) kerjasama keamanan (ASEAN Security
Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi (ASEAN Economic
Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio Cultural
Community/ASCC).

Perlindungan PMI tidak terlepas dari berbagai persoalan yang
muncul dari waktu ke waktu yang dialami oleh PMI. Kebijakan Negara terkait
PMI mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Perlindungan terhadap
PMI tidak hanya terkait Negara sendiri tetapi juga terkait dengan kebijakan
internasional dan Negara di mana PMI| berada atau ditempatkan.

Organisasi Persatuan-Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi PBB
nomor 45/158 tahun 1990 tentang perlindungan dan pekerja migran dan
keluarganya. Hasil konvensiintmenjadi keputusan konvensi ILO nomor 143
tahun 2003 tentang perlindungan buruh/migran dan keluarga. Hasil konvensi
ini mengikat semua “Negara ~ untuk meratifikasinya. Lembaga
ketenagakerjaan internasional'"seperti ILO memandu dalam fondasi
kebijakan PMI terkait hak-hak mendasar yang adil, efektif, inklusif dan
berkelanjutan. Standar ketenagaakerjaan internasional bertujuan untuk
memastikan PMI dari Neg@;’asmanagun mendapat hak dan perlindungan
baik d - Nagqr[a‘ a\sal flapun di Negara tu%j ‘ M e Pru} ALD(2020) pekerja
migrab-mMewatih 4i? persen pekerja global sebanyak 164_juta yang
sebagiannya adalah perempuan. PMI banyak bekerja pada sektor informal,
yang sering dibayar dengan upah yang rendah serta kurangnya
perlindungan sosial.

Pada konteks Negara sesama anggota ASEAN lalu lintas pekerja
antar Negara tidak dapat dielakkan dari 232 juta orang melakukan migrasi
di Negara-negara besar di dunia 30 persennya atau 71 juta terjadi di ASIA
sedangkan di dalam lingkup ASEAN mencapai 71 juta (ILO, 2014). Isu
tentang pekerja migran di ASEAN tidak hanya dilihat sebagai pemasok
tenaga kerja asing bagi Negara terkait tetapi juga dapat menjadikan
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hubungan antar Negara menjadi renggang (Wahyudi, 2016). Kasus

penghentian sementara pekerja kategori asisten rumah tangga ke Malaysia

pada tahun 2009 adalah salah satu contoh hubungan ketegangan antar

Negara karena isu pekerja migran. Berbagai pelanggaran yang diterima oleh

para pekerja di Malaysia menjadi sebab moratorium dilakukan. Pilihan

penyelesaian melalui moratorium tersebut terdapat dalam Undang-undang
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

N0.39/2004. Pada tahun 2012 moratorium pengiriman TKI dicabut karena

masih banyak permintaan pekerja asal Indonesia dari Malaysia.

PMI dalam kategori kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai
masalah. Diskriminasi, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, tidak
dibayar upah sebagian atau semua, kondisi tempat tinggal yang berdesakan
serta pemulangan paksa. Kondisi tersebut adalah keadaan di mana PMI
berada, ini belum termasuk masalah sosial, psikis dan psikologis yang
timbul sesudahnya. Beragas- persoalan yang dialami oleh PMI seperti
lembur tampa digaji, tidak ada hari libur kerja, pindah-pindah majikan oleh
agen, paspor ditahan dan lain sebagatmya.

Mengacu pada Permen Deplu/ No.6/2004 tersebut beberapa hal
cakupan perlindungan WNkdan PV di [uar Negara yaitu;

a. Fungsi mengayomi dan banttian hukum kepada WNI termasuk PMI dan
BHI dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara
terkait sesuai dengan undang-undang Indonesia dan hukum Negara
setempat serta hukymmtgm@ﬂmalr

b. Fur‘]gsillxwgmrﬁ\g?‘nan pengaduan mas?\lf‘;'lh\ﬁ(?@gp\dywdapl PMl dengan
pengguna-atau-yang memperkerjakan-atau-gengan pemerintah Negara
terkait.

c. Bertugas mengindentifikasi masalah yang dihadapi oleh PMI, melayani
konsultasi dan masalah-masalah kekonsuleran.

d. Berfungsi memberi nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam
sengketa antara penggunan jasa dan PMI.

e. Pendataan secara konprehansif WNI di Negara penerima.

f. Menerima, mencatat, meneiliti pada PMI yang lapor diri, mengurus
ketenagakerjaan dan pengesahan dokumen termasuk kontrak kerja dan
kontrak kerjasama.
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Menajalankan fungis kenotariatan dan pencatatan sipil.

Mengurus masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi
(pemulangan), deportasi (pemulangan), penyelesaian masalah lintas-
batas illegal, penyeludupan dan perdagangan manusia dan obat
terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, WNI terlantar dan
evakuasi.

Melayni urusan paspor biasa, surat perjalanan, surat keterangan
penduduk luar negeri, pemberian visa imigrasi lainnya.

Mengurus perizinan, melintas atau mendarat pesawat udara maupun
kapal laut.

Tindakan sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan
atas nama perwakilan.

Mengembangkan dan Meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai
pihak seperti swasta, aparat hukum lainnya serta WNI lain di Negara

penerima.

Melakukan pengamata dan | menganalisis serta pelaporan
perkembangan hukum setempat 2gar dapat pemberian informasi capat
dan akurat.
Bertugas dalam seperti kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan
hukum dan masalah kekonseleran kepada WNI, asosiasi masyarakat
Indonesia perkumpulan pelajar dan mahasiswa serta perusahaan

pengguna PMI.
Menyiapkan dan rﬁ‘quqrgmr)gm\an internasional. Tugas berikutnya

ad ngkograinasi fungsi terkatiykeko J kepada pemerintah

pu'ésT:';;’afb lfl)algrlwltgpl)\é%ngkatan persatuan ﬁ'ﬁﬂi%j:xg\ sefta_ menjaga

kerukunan antara sesame WNI di luar negeri.
Perlindungan hukum terhadap WNI dalam bidang ketenaga
kerjaan kajian Saliman (2013) ada tiga tema pokok yaitu;

1) Perlindungan bidang ekonomi. Perlindungan ini adalah upaya dalam
perlindungan dengan memberikan pekerjaan atau usaha untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan ini diberikan kepada pekerja
yang mengalami sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bekerja.

Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
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2) Perlindungan sosial. Perlindungan ini terkait dengan usaha
kemasyarakatan yang bertujuan mengembangkan kehidupannya
sebagai manusia pada umumnya dan sebagai bagian dari
masyarakat.

3) Perlindungan teknis. Jenis perlindungan ini adalah usaha terkait
keselamatan kerja.

Pekerja yang berada di luar negeri menurut hukum internasional
adalah setiap warga Negara berhak melindungi kepentingan warga
negaranya dari pelanggaran. Kewajiban pemerintah dalam melindungi
warga negaranya di luar negeri diatur dalam undang-undang dan peraturan
pemerintah lainnya.

Secara hukum perlindungan warga Negara melindungi warganya
yang berada di wilayahnya, dalam hal warga negaranya berada di Negara
lain tetap menjadi kewajiban Negara melindungi. Pertanyaan hukum adalah
bisakah Negara menghukum-warganya yang melakukan pelanggaran di

Negara lain, jawabannya adalah bise dengan mengacu pada hukum

internasinal dan perjanjian de nagara setempat.

Selain hukum internasional yang menjadi acuan ada juga masalah
moral dan etika. Sebelum ada umrinternasional dan perjanjian-perjanjian
yang mengikat ada kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Menurut Saliman
(2013) ada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam etika dan moral
secara internasional yaitu: negara berkewajiban melaksanakan ratifikasi
dan melaksanakan perjeﬂtpp\imqm\mianal yang sudah diratifikasi. Negara
melak ewgjiean internasionai ik in Negaras anggota
Persaﬁgﬁéyéngsa (PBB) maupunﬁﬁﬁ%ﬁ PBB:

Piagam PBB mencakup beberapa hal yang dapat menjelaskan
tentang kewajiban Negara-negara di dunia. Kewajiban tersebut antara lain
untuk menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara damai; Negara
berkewajiban untuk tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan
terhadap Negara lain; kewajiban Negara untuk tidak mencampuri urusan
dalam negeri orang lain. Hukum internasional yang menjadi acuan selain
ratifikasi konvensi adalah hak asasi manusia. Ketentuan universal UDHR

(Universal Declation of Human Rights) yang berlaku adalah sebagai berikut:
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1) Hak atas kewarganegaraan; setiap orang berhak atas
kewarganegaraan; everyone has the right to a nationality (Pasal 15)

2) Hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum (Pasal 17).

3) Hak katas penghidupan yang layak sesuai dengan asas dan prinsip
kemanusiaan (Pasal 25).

4) Hak dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat secara
bebas: everyone has the right to freedom of pacefull assembly and
association (Pasal 20 ayat 1).

5) Hak di dalam kebebasan memilih agama (Pasal 18)

6) Hak untuk mendapatkan mengajaran dan pendidikan (Pasal 26): Setiap
orang memiliki hak di dalam bidang pendidikan, sekurang-kurangnya
pendidikan dasar.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas ada beberapa hal yang
menjadi masalah PMI yang menjadi perhatian dalam kajian ini yaitu

masalah kewarga negaraan-dap-hak mendapatkan pendidikan. Tinjauan

terhadap kebijakan Malaysia dillhat dari berbagai kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah ysia.
Pada sisi kebijakan_ pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing
terdapat menurut Saliman (2013) terdapat beberapa model yaitu model
exclusionary, asimilasi-dan model berbagai budaya. Model exclusionary
adalah kebijakan penerimaan pekerja asing pada sektor kegiatan ekonomi

terbatas seperti pekerjaan kasar, sulit dan berbahaya. Jenis pekerjaan ini

sering disebut dengan‘j%\JpA[me Mﬁty, Danger). Mereka yang bekerja

pada Inj lidak bisa mendapaikan s rganegaraan dan
TRRRTAR A MARERYA

memikh| dalam-—pemipihan umum, meskipun—mereka~lama-bekerja di
Malaysia.

Kategori kebijakan kedua adalah Asimilasi yang bermakna dukungan
kepada pekerja asing untuk melepas asal-usul budaya dengan
mengasimilasi ke dalam arus masyarakat utama di Malaysia. Kategori
ketiga adalah model menerima berbagai budaya serta mendukung budaya
pekerja asing sebagai salah satu budaya dalam masyarakat utama. Pada
ketiga kategori di atas dalam sejarahnya pemerintah Malaysia melakukan
3 hal tersebut. Kategori pertama dalam dekade terakhir menjadi prioritas
kebijakan karena banyaknya pekerja asing kategori 3D yang berada di
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Malaysia. Kategori kedua sekitar 20 tahun yang lalu itu dilakukan
sementara kategori ketiga sejak zaman awal Malaysia membangun hal itu
dilakukan. Hasilnya dapat dilihat hari ini ada negri bernama Negeri
Sembilan di mana budaya Minang Kabau sangat kental dalam kehidupan
sehar-hari masyarakat di negri Sembilan tersebut.

Kebijakan pada tenaga kerja asing melalui berbagai akta seperti akta
tahun 1968 yang mengharuskan setiap majikan mengurus permit kerja bagi
pekerja bukan warga Negara. Akta 1968 adalah akta revisi dari akta 1959
dan 1964. Permit atau izin kerja kebijakannya diatur oleh Imigrasi ada tiga
bentuk kebijakan terkait izin bekerja yang dikeluarkan oleh imigrasi yaitu:
pertama, pas izin untuk pekerjaan sementara bagi pekerja yang tidak ahli
(mabhir) atau setengah ahli. Kedua, pas izin dalam pekerjaan professional
untuk pekerja ahli dan ketiga, pas pekerjaan untuk ekspatriat. Permohonan
izin majikan atau atasan menjelaskan dengan pasti jenis pekerjaan dan
waktu yang diperlukan. |zin-—kerja tidak boleh berpindah majikan atau
perusahaan. Selain itu peraturan bagi pekerja asing harus patuh pada
batasan umur dan ketentuan asal-Negara yang ditetapkan oleh Malaysia
(Saliman, 2013).

Akta kerja tahun 1955 bagian X1 berisi tentang ketentuan hak pekerja
tidak memasukkan ketentuan"tentang pekerja domestik. Akta dalam
teriemahan bahasa Indonesia menjadi undang-undang tentang ketenaga
kerjaan tahun 1955. Turunan daripada akta 1955 adalah Peraturan-
Peraturan Pekerja tahun 19§71‘Gambar di dalam tabel berikut adalah
rmgkasan qarl a[ktg 1955 tentang pekera dam k@tentuan dari-PP 1957
Malaysta. Tabel—L fampiran adalah Inti kebuakan teatant-pekerja di
Malaysia.

Melihat pada akta 1955 dan PP 1957 terdapat ketentuan-ketentuan
yang bersifat umum antara pekerja di dalam negeri dan pekerja asing di
Malaysia. Gabungan organisasi seperti Migran Care dan lainnya mencatat
beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait persoalan dalam perlindungan
PMI. Persoaln tersebut dirangkum sebagai berikut:

a. Masalah dalam Penegakan UU 18/2017 tentang perlindungan PMI.
Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat menghilangkan peran

dominan agen perekrutan swasta dalam proses migrasi. Berdasarkan
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data Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) pada tahun
2022, dari 6436 penempatan PMI yang tercatat, sebanyak 5.553
penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh PJTKI swasta.?! Agen
swasta yang menjadi calo (perantara yang menghubungkan pekerja
migran dengan agen perekrutan swasta) terdapat bukti kasus yang
berulang kali dilaporkan oleh media menggambarkan kondisi
peningkatan kerentanan pekerja migran untuk menjadi korban
perdaganganorang.??

Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kurangnya
kapasitas instansi pemerintah di tingkat lokal, khususnya di tingkat
kabupaten dan kecamatan.?® Kepala Desa dan camat memainkan
peran kunci dalam memastikan migrasi yang aman bagi pekerja migran.
Namun, kurangnya kapasitas telah menghambat lembaga pemerintah
ini untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran dari perekrutan

non-prosedural. Hingga-saat-ini, penuntutan terhadap perdagangan

orang masih rendah meskipun telah disahkannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007

Perdagangan Orang\ Pad

Aiang Pemberantasan Tindak Pidana
hun 2020 saja, Polri hanya mencatat 148
kasus. 158 keputusan yan
pada tahun 2021°°.
Kurang memadainya program peningkatan kapasitas PMI

dibuat tentang kasus perdagangan orang

sebelum berangkat. Program peningkatan kapasitas calon PMI

pHARMM4
2 Lihat BP2MT, mgj}ﬁda Migran liadonesia periode Japuari 2022 B%? Migran Indonesia
Pekerja, Januari ¥ e ﬁgN ttpsi//drive.google.comtriv &VGhOOW

rMeATORz1ul.0vetiBji4:

22 Tidak-ada datasiesmi yang tersedia tentang jumlah pekerja migran yang mendetita perdagangan orang.
Komnas Perempuan mencatat ada 255 kasus TKI yang mengalami tindak pidana perdaganganorang.
Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021, [Komnas
Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, 2021] tersedia di
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf,Lihatjugahttps://www.alinea.id/nasio
nal/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke Ipsk.

23 Berdasarkan data BP2MI, proporsi TKI terbanyak berasal dari Jawa Timurr yang tercatat sebanyak
2.373 orang, tersedia di https://drive.google.com/drive/folders/IWT7UQcv6hO0w
rMeATOhz1uLOvuuBjn4.

24 Lihat Solahudin Al Ayyubi, Polri tangani 148 Kasus perdagangan orang, 22 belum selesai, bisnis.com,
22/12/2020 tersedia di Bareskrim Polri Tangani 148 Kasus Perdagangan Orang, 22 Belum Rampung
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan
orang-22-belum-rampung.

25 Lihat Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Perdagangan Orang tahun 2021, tersedia di
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang 1/ tahun
jenis/putus/tahun/2021.html.
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https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/Perempuan,%20Laporan%20Tahunan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan,%202021%5d%20tersedia%20di%20https:/
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/Perempuan,%20Laporan%20Tahunan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan,%202021%5d%20tersedia%20di%20https:/
file:///C:/Users/User-PC/Downloads/komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf,%20Lihat%20juga%20https:/www.alinea.id/nasional/
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https://www.alinea.id/nasional/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke-lpsk-
https://www.alinea.id/nasional/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tppo-ajukan-perlindungan-ke-lpsk-
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7UQcv6hO0w-rMeATOhz1uL0vuuBjn4
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang%201/%20tahun%20jenis/putus/tahun/2021.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang%201/%20tahun%20jenis/putus/tahun/2021.html
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termaktub di dalam UU 18/2017 dan anggaran diberikan kepada
instansi pemerintahan terkait. Banyak calon PMI yang tidak dapat
mengases informasi karena ketidak tahuan atau karena terbatasnya

fasilitas pelatihan tersebut.

. Instrumen yang mengikat secara hukum di tingkat regional ASEAN.

Deklarasi ASEAN tentang PMI pernah ada pada tahun 2007
kemudian diadopsi pada tahun 2017 untuk diimplementasikan
bersama. Gabungan organisasi ini berpendapat bahwa deklarasi
tersebut diperlukan pada tahap perjanjian yang mengikat semua
Negara ASEAN. Untuk saat ini yang ada adalah ASEAN Comitte for
Migrat Workers (ACMW) berbentuk ad-hoc yang tidak mewakili
kepentingan untuk pekerja migran. Pertemuan rutin tidak mencapai
kesepakatan dalam mendorong inklusifitas pemangku kepentingan dari

perwakilan  pemerintah: onvensi ASEAN yang menantang

perdagangan orang| seba instrument regional tidak dimanfaatkan

sebagai upaya perlindung M.

. Layanan konsuler yang-di
Konjen.

lakan oleh pemerintah di Kedutaan dan

Layanan konsuler yang disediakan oleh pemerintah baik di
Kedutaan maupun Konjen masih belum mencukupi Layanan ini tersedia
di berbagai perwa%i_qmwll‘v’a namun tidak semua PMI dapat
mefmﬁsnyaﬁarena keterbatasan erb aﬁvﬁﬂam pengetahuan
mengakases mforma5| secara digitat an keterbatasan dalam jarak.
Selain itu juga di dalam kantor pemerintah sendiri terbatas layanan
untuk menjemput bola dalam penanganan PMI. Hal ini juga terkait

dengan peraturan di Negara asal ataupun jumlah SDM yang tersedia.

. MOU Indonesia dan Malaysia terkait Perlindungan PMI.

Terkait banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi langkah
pemerintah Indonesia baru-baru ini melakukan MoU dengan pemerintah
Malaysia. Perdana Ismail Sabri Yakub dan Menteri Tenaga kerja secara
khusus datang ke Jakarta pada 1 April 2022 untuk mendandatangani
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MoU dalam hal perbaikan-perbaikan pada perlindungan PMI.
Gambaran butir-butir isi MoU (lengkap di dalam lampiran). Gambar
berikut adalah contoh dari MoU Indonesia-Malaysia dalam perlindungan
PMI.

REPUNLIN INDONERIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMENINTAH MALAYSIA
TENTANG PENEMPAT AN UAN FEUNDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONEL A SEXTOR DOMESTIK DI MALAYSIA

Gan FPTNERINTAM MALAYSIA

BERKEINGINAN untuk meningkatkan pelindungan bagi Pember Keorja dan
Pokerja Migran Indonesia Seks

BERDASARKAN hisum (an peratran perundang undangsn yang berlaku
darn masing masing negara;

TELAM MENCAPAI KESEPAMAMAN mangonal hal-hal bookut.
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MoU tersebut di atas banyak mengalami kemajuan dalam perlindungan
PMI. Salah satu butir penting dalam MoU tersebut adalah pengiriman PMI melalui
jalur resmi satu pintu, sehingga upaya perlindungan kepada PMI dapat
dioptimalkan. Pengujian terhadap pelaksanaan dan efektivitas dalam
perlindungan PMI memerlukan waktu untuk dinyatakan bahwa MoU adalah
berhasil melindungi PMI. Upaya menekan angka pelanggaran terhadap PMI dari
kedua Negara perlu diapresiasi namun evalusi dan pantauan dalam
implementasi oleh berbagai pihak diperlukan.

MoU yang ditandatangani 1-April 2022 mendapat ujian pertama yaitu pada
13 Juli 2022 pemerintah Malaysia melanggar perjanjian bahwa pengiriman PMI
melalui satu pintu yaitu BP2MI. Pemerintah Malaysia membuat situs web dalam
perekrutan pekerja melalui kanal daring secara langsung tanpa proses dari

pemerintah Indonesia yaitu https://maid-online.imi.gov.my/maid/main. Tanggal

15 Juli 2022 pemerintah tdonest embekukan pengiriman PMI ke Malaysia

secara resmi. Diplomasi dap dial rlangsung setelah itu hingga dicapai

kesepakatan kembali yang ditanda aint Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan

Menteri Sumber Manusia Malaysi 1 tengogal 28 Juli 2022. Keputusannya

Malaysia menerima protes-darkin
pada 1 Agustus 2022.

Koordinasi pemerintahan di Indonesia melalui Kementerian dalam Negeri

sjé dan disepakati pengiriman Kembali

Nomor 560/2999/Banda tentang fasilitas dan dukungan bagi PMI bahwa
pemerintah daerah seperti C‘ﬁk‘qrpym,ﬁ%ati diminta melakukan penyadaran
dan-menge jimasyarakatiuntuk membaniu 2V ghilangkan stigma
FARRRRA MARFGRVAC™ .
terhadap RMI dengan-sebltan TKI yang gagat-karena berbagal #asus di luar

negeri.

14. Kebijakan Anggaran Perlindungan PMI Di Malaysia
Merujuk pada pemberitaan yang beredar terkait anggaran dapat
digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2020 dianggarkan sebanyak 322
milyar. Penyerapannya mencapai 98%. Anggaran tersebut dipotong
sebanyak 60 milyar karena refokusing disebabkan oleh pandemi menjadi
260 milyar. Pembagian anggaran kepada deputi-deputi seperti
perlindungan sebanyak 6,2 milyar setelah dipotong dari 14,8 milyar.


https://maid-online.imi.gov.my/maid/main
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Realisasi pengiriman PMI dari rencana 108.371 orang menjadi 64.727. Hal
ini dikarenakan anggaran dan pandemik. Realisasi pemulangan PMI
mencapai 35.914 pembiayaan kepulangan dari BP2Mi adalah sebanyak
17.362 orang. Selebihnya membiayai diri mereka sendiri karena mereka
termasuk pekerja professional.?® Sesuai dengan kajian Paramita Ningrum at
al (Paramitaningrum et al., 2018) menemukan model perlindungan warga
negara terutama PMI. Model pemulangan warga negara yang tidak
berdokumen dan visa habis (overstay) dengan cara: (a) sosialisasi; (b)
pendataan WNI; (c) penyelesaian administrasi untuk kepulangan; (d)
penampungan: (e) pemulangan. Pemulangan ini dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dengan membiayai penerbangan WNI yang tidak berdokumen
dan visa habis.

Rapat anggaran tahun 2022 antara BP2MI dengan DPR menyetujui
kenaikan anggaran. Mengacu pada Peraturan. BP2MI nomor 9 tahun 2020

tentang pembebasan biaya pepempatan PMI perlu direalisasikan. Biaya

penempatan tidak boleh dibebankan kepada PMI terutama pada sector

tertentu. Selain itu komisi IX meminta kepada BP2PMI untuk merealisasikan
kredit usaha rakyat kepad ML yang dipulangkan akibat dampak
pandemi.?’

Terkait kebijakan khusus kepada PMI dalam penyaluran kredit
ditopang oleh Permenko No0.1/2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) dan Permenko No 2/2022 tentang perlakuan khusus
bagi penerima KUR k%e‘qqu\qarmmﬂandemizs. Laporan kinerja BP2MiI

tahun atakaapagu anggaran+lasing- ) aedeputian. Deputi
Bidan;f’i'f]rﬁpgtgzan Perlindungan Kaﬁéﬁ?ﬁiﬁAfrika tahun 2021
adalah sebesar Rp 13.555.589.000,- Anggaran tersebut direvisi pada
Novomber 2021 menjadi Rp 7.621.153.000,-. Karena pandemi semua
anggaran di pemerintahan mengalami pengurangan hingga setengah dari

yang diajukan.

26 hitps://mediaindonesia.com/ekonomi/393150/anggaran-perlindungan-pekerja-migran-capai-9823
(Diakses 26 Juni 2022)

27 https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-
bertemu-presiden. (Diakses 26 Juni 2022)

28 https://investor.id/business/282642/bp2mi-minta-anggaran-pen-untuk-penempatan-pmi (Diakses 26
Juni 2022)



https://mediaindonesia.com/ekonomi/393150/anggaran-perlindungan-pekerja-migran-capai-9823
https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-bertemu-presiden
https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-bertemu-presiden
https://investor.id/business/282642/bp2mi-minta-anggaran-pen-untuk-penempatan-pmi
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Perlindungan Warga Negara Dan Nasionalisme PMI. Perlindungan
warga Negara dan Nasionalisme yang mengacu pada pemahaman pada
konteks sentimen PMI adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada
Negara oleh seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa,
sejarah, budaya dan ikatan kebersamaan lainnya. Pemahaman secara
psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran dan perasaan yang
dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang secara kolektif yang
anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan persamaan geografis,
sejarah, budaya dan ikatan emosianal yang khas lainnya.

Kajian tentang Nasionalisme PMI berbentuk hasil penelitian belum
banyak yang mengulasnya. Salah satu ulasan tentang nasionalisme PMI di
Malaysia adalah Maksum dan Surwandono (2018) melalui metode
pengumpulan data pola-pola komunikasi melalui media sosial. Analisis
terhadap data adalah nasionalisme PMI di Malaysia masih cukup tinggi jika
dilihat pada kumpulan atau-group-group yang mereka buat berdasarkan
ikatan persaudaraan sesame Indonesia.

Bentuk-bentuk kumpulan yang aktif di media social berdasarkan
rumpun keluarga, rumpun- sekampung dan rumpun se Kabupaten.
Selanjutnya pola-pola komunikasi “PMi. masih membicarakan tentang
Indonesia. Narasi-narasi yang muncul ada juga yang mengkritik pemerintah
Indonesia namun lebin banyak yang memilih topic kecintaan pada
Indonesia. Narasi yang sering diungkapkan adalah menggunakan bahasa

lokal asal mereka, mermdgkaﬁmakanan dan fesifal budaya di kampong

halam aﬁgsﬁ{@ kengmanu Atuk kembalife Ip?owg&g}mesklpun tetap bekerja
grnege-tain.

Narasi yang menjadi trending atau viral pembelaan pada Negara di
media social adalah ketika ada kasus atau berita yang merendahkan citra
Indonesia. Para PMI beramai-ramai berdiskusi dan membuat status di
media social menanggapi isu yang berkembang. Pada prakteknya
nasionalisme dalam bentuk lain adalah ketika ada pertandingan olah raha
seperti bulu tangkis dan sepak bola. Banyak PMI yang meliburkan diri atau
cuti dari bekerja untuk mendukung kesebelasan Indonesia yang berlaga di
Malaysia. Mereka membawa atribut yang menyatakan dukungan kepada tim
Indonesia. Dukungan diberikan tidak hanya pada pertandingan Indonesia
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melawan tim Malaysia tetapi juga pada tim Indonesia melawan Negara lain

yang bertanding di Malaysia.

Pengkaji pernah tinggal di Malaysia 2016-2020 pernah melakukan
pertanyaan (random) kepada beberapa orang PMI yang sudah lama bekerja
di Malaysia tentang kecintaan mereka pada Indonesia. Kebanyakan dari
mereka menjawab masih mencintai Indonesia sebagai asal-usul leluhur,
tanah air dan Indonesia tetap menjadi tujuan kembali apabila tidak bekerja
lagi di Malaysia. Pada sisi pilihan jika mendapat tawaran menjadi warga
Malaysia banyak di antara mereka tidak bersedia karena kenyamanan
tinggal di Indonesia (kampung) lebih menenangkan daripada di negri orang,
meskipun dari segi pendapatan lebih tinggi jika tinggal di Malaysia. Pulang
kampung adalah tantangan bagi PMI yang sudah mapan pekerjaannya di
Malaysia.

Analisis Diplomasi, Kebijakan Internasional Dan Perspektif Teori
Kebijakan Kebijakan sebagai-berikut:

a. Diplomasi dan negosiasi. Mengacu pada pemahaman tentang diplomasi
bahwa pembentukan dan pelaksanaan politik luar negri dengan segala
tingkatannya dari yang tertinggi hinoga yang terendah. Unsur pokok di
dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan kepentingan
negara, tindakan untuk kepéhtingan nasional dan dilaksanakan dengan
damai (Setiawan, 2016). Penjabaran dalam politik luar negeri Indonesia
dalam perlindungan warga Negara dan PMI di luar negeri mencakup
aspek-aspek yanggjhtqmg@mml@h; pemerintah Indonesia. Ada cara
d|p+qu\$”.L Qego\sma mengupayakarn\ |k<ﬂ Hpn‘gﬁm warga Negara
Indenesia: Secara kebijakan semua-angkah-langkah <yang harus
dilakukan telah tersedia, namun dalam prakteknya beragam persolan
yang muncul. Selain masalah hukum di Negara orang ada masalah
dengan keberadaan PMI sendiri yang tidak terdata oleh perwakilan
Negara.

b. Model perlindungan bagi PMI yang bermasalah dengan cara
pemulangan. Efektifitas dalam kasus pemulangan PMI yang tidak
berdokumen dan izin tinggal habis seperti kajian Paramitaningrum, et al

2018) dilakukan oleh pemerintah terutama pada masa pandemic 2020.
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Sebanyak 10.987 orang PMI yang dipulangkan dengan biaya Negara
(BP2MI, 2021: 53).

Kebijakan berspektif internasional yang dijadikan pedoman oleh
pemerintah Indonesia adalah hasil konvensi ILO yang kemudian diratifikasi
menjadi undang-undang. Tabel 3.2 menjelaskan komitmen pemerintah
Indonesia dalam kancah internasional dalam upaya perlindungan PMI.
Selain hasil konvensi ILO yang menjadi acuan ada lagi kebijakan regional
sesama Negara ASEAN. Indonesia menandatangani piagam ASEAN yang
di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya. Ada 3 komitmen
yang menjadi rujukan bersama dalam kerjasam yaitu: 1) kerjasama
keamanan (ASEAN Security Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi
(ASEAN Economic Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya
(ASEAN Socio Cultural Community/ASCC).

Level internasional setelah ILO (PBB), ASEAN adalah perjanjian
kerjasama antar dua Negara dalam bentuk MoU (Memorandum of
Understanding). MoU antara Indonesia dan Malaysia yang mutakhir adalah
pada 1 April 2022.

Analisis kebijakan mengacu pada pendekatan Andries Hoogerwerf
(1990) dalam menganalisa kebijekan dilihat pada beberapa aspek yaitu
memeriksa pada keseluruhan ~sebab ‘dan’ asumsi lain yang mendasari
kebijakan. Teori kebijakan dapat dilihat pada beberapa kriteria yaitu:
ketepatan perumusan, differensiasi, keterbaduan, makna empiris dan
legitimasi. Analisis padaJ@hglRI@q,«glhha{ pada isi, proses dan hasil daripada
kebuakqm |tFRa kr\terla yang dlajukan hm|er‘rﬁ o P’ ;yarat Faktor-faktor
yang mempengaruhn dari kebijakan Dbisa-datang dasi panhdemi serta
keterbatasan lainnya.

Menurut Hoogerwerf (1990:290) dalam keputusan kebijakan ada
faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pandangan dan sikap politik.
Menteri tenaga kerja yang berasal dari Jawa Timur pernah berkunjung ke
Malaysia dalam tugas kerja. Ada perhatian khusus kepada PMI karena
keterikatan kultur dengan banyaknya PMI yang datang dari Jawa Timur
serta anggota NU. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur kebijakan.
Unsur di dalam struktur dapat dilihat pada subkultur politik, peran orang
tersebut, sifat proses politik, dinamika proses politik, bidang kebijakan dan
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pengaruh informasi aktual. Analisis kebijakan ntuk mengevaluasi program
atau kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009), melihat
kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak
atau tidak bertindak”. MoU tentang perlindungan PMI yang ditandatangani
oleh kedua menteri tenaga kerja Indonesia dan menteri sumber manusia
yang keduanya sama-sama perempuan bisa jadi sebagai upaya melalui
kebijakan dalam melindungi sesama perempuan.

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan
pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek
kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-
theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena
masalah tertentu kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa
pada risalah kebijakan dapat medorong pada kebijakan berkualitas untuk
rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan

dilihat pada konteks empifis—danprakiiknya. MoU yang terjadi antara

Indonesia dan Malaysia pa 1 ‘April 2022 adalah keputusan yang

didasarkan pada fenomena yang teits terjadi.
emerintah seperti Migrant Care, Jaringan
nciF(HRWG) pada siklus ke-4 sidang PBB

tentang perlindungan pekerja migran mengajukan beberapa catatan terkait

Beberapa crganisasi n
Buruh Migran, Human Rights

perlindungan pekerja migran Indonesia. Sidang ke-4 ini dinamakan
universal periodic review United Nations Human Right Council?®. Beberapa

catatan penting terseb%‘ﬁ\rmRWﬁn perlindungan PMI digambarkan

pada tarmﬁﬂﬁ%‘z adalah untuk menderﬁa&lﬁvamygpeningkatan pada

perlingangan Piil-terutama pekerja rumah-tangga melatmekanisme yang
inklusif dan instrument yang mengikat secara hukum. Rekomendasi

didasarkan pada kerangka interseksionalitas di bidang gender, migrasi,

29 Migrant Care adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang bergerak di bidang
advokasi hak-hak buruh migran: www.migrantcare.net. Human Rights Working Group (HRWG) adalah
kelompok kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia untuk advokasi hak asasi manusia
internasional, yang terdiri dari lebih dari 48 lembaga swadaya masyarakat: www.hrwg.org. Jaringan Buruh
Migran (JBM), adalah jaringan organisasi dan kelompok kerja yang berfokus pada advokasi kebijakan dan
perundang-undangan untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia: www.jaringanburuhmigran.org.
Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) adalah organisasi/serikat pekerja migran dan anggota
keluarganya. Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI): www.sbmi.or.id. Koalisi Buruh Migran
Berdaulat (KBMB) adalah gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungandan pemenuhan
hak-hak pekerja migran di Indonesia https://migranberdaulat.



http://www.migrantcare.net/
http://www.hrwg.org/
http://www.jaringanburuhmigran.org/
http://www.sbmi.or.id/
https://migranberdaulat/
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disabilitas dan orang tua. Pertimbangan ini mengacu pada ratifikasi ILO
2011 (189) tentang pekerja domestik. Komitmen sangat diperlukan untuk
meningkatkan kapasitas pekerja migran melalui pelatihan sebelum
berangkat untuk memenuhi standar pekerjaan yang diperlukan. Masih
banyak pekerja migran yang bepergian ke luar negeri tanpa keterampilan
dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan pengetahuan
pada layanan perlindungan PMI di negera tempat mereka bekerja.

Perlindungan terhadap PMI yang cenderung pada pendekatan kasus
perkasus memperlihatkan bahwa sistimatika dan pendekatan yang belum
mengalami peningkatan dalam pelayanan kepada PMI. Keadaan ini
tergambar dalam informasi pengalaman kerja PMI yang sulit mengakses
layanan KJRI. Gabungan organisasi ini mengapresiasi upaya yang
dilakukan oleh Negara-negara ASEAN untuk berkomitmen dalam
meningkatkan perlindungan pekerja migran tingkat regional. Masih banyak
Negara yang melanggar. kemitmen dengan masih banyaknya kasus
diskriminasi, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang menyebabkan PMI
menderita cacat atau disabilitas.

Pada sisi penegakan undang-undang 18/2017 tentang perlindungan
PMI sebagai instrumen perangkat hukum yang meliputi proses rekrutmen,
menghilangkan ekspolitasi pekérja migran. Agen sebagai penyalur dan
penempatan PMI dinyatakan di dalam UU tersebut, namun penelitian Migran
Care tahun 2021/2022 mencatat beberapa persoalan penting yang menjadi
sorotan. Sorotan pada peER damman agen perekrutan swasta dalam
proses- nngrariﬂ dlgambarkan dari data BPF’{I\/II Pg@lthun 2022 dari 6436
pmlak-tercatat-RPMi-yang ditempatkan sebanyak 5.553-PMI=ditempatkan
oleh PJTKI swasta. Data tersebut menggambarkan bahwa sumber utama
informasi tentang ketenagakerjaan, penempatan kerja dan peraturan di
Negara penerima oleh PJTKI yang dominan.

Kurangnya akses calon PMI kepada layanan pemerintah digantikan
oleh calo dapat menjadikan PMI rentan terhadap eksploitasi sejak sebelum
berangkat hingga penempatan. Media masa sering mengungkap kasus-
kasus eksploitasi, perdagangan orang dan pelanggaran lainnya yang
menjadikan PMI sebagai korban. Penegakan hukum yang lemah di institusi
pemerintah baik di tingkat lokal daerah maupun pusat. Meskipun ada
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UU/21/2007 tentang pemberantasan perdagangan orang kepolisian banyak
menangani kasus tentang perdagangan orang tercatat 148 kasus dan 158
keputusan®.

Peristiva pandemi yang dimulai pada tahun 2020 PMI di Malaysia
banyak yang terkena dampak yang berkahir dengan dipulangkan.
Kementerian Sosial dalam masalah ini mengambil bagian3'. Pada bulan
Juni dan Juli 2021 adalah puncak dari kegiatan pemulangan PMI sebanyak
7300 PMI yang bermasalah di Malaysia. Kementerian social melalui Menko
PMK berfokus pada pananganan korban tindak perdagangan orang dengan
layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi. Persiapan kementerian
social berada di beberapa titik yaotu Tanjung Pinang dan Pontianak
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19.

Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) disiapkan di dua
tempat yaitu di Tanjung Pinang dan Bambu Apus Jakarta serta 41 tempat
rehabilitasi lainnya milik kemensos. Tempat tersebut dijadikan tempat
rehabilitasi maupun karantina mandiri terhadap PMI yang dipulangkan.

Mengacu pada analisis Kebijakan pada bukti implementasi dapat
dilihat pada pendapat beberapa pakar atau peneliti yang mendalami
masalah tersebut. Putri Y M dan Asih(2022) berpendapat bahwa kebijakan
berbasis bukti perlu dibuktikan-melalui beberapa hal berikut; efektifitas,
efisiensi, orientasi layanan, akuntabel, demokrasi dan kepercayaan. Jika
dilihat pada bukti tersebut cara mengukur secara angka belum dapat
dilakukan. Namun kebyal@nh gy ) berorlenta3| layanan, efektif dan
responﬁtve\tﬂ aﬁdﬂakukan oleh pemerlntam| AN GRVA

Pada st kebuakan hal yang menjadi—perhatian, adalah tentang
kebijakan yang mudah dipahami, logis, relevan dengan situasi, responsive
dan pesan kebijakan cukup jelas. Maka pada konteks kebijakan Negara
terhadap perlindungan WNI dan PMI cukup jelas dan transparan. Bahwa
terdapat masalah yang masih terjadi tentu perlu menjadi perhatian banyak

pihak termasuk dari sisi PMI sendiri.

30

https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-

perdagangan orang-22-belum-rampung (Diakses, 25 Juni 2022).

31 hittps://kemensos.go.id/7300-pmi-bermasalah-dipulangkan-kemensos-siapkan-2-rptc-dan-balai.



https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan%20orang-22-%20belum-rampung%20(Diakses,%2025%20Juni%202022).
https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan%20orang-22-%20belum-rampung%20(Diakses,%2025%20Juni%202022).
https://kemensos.go.id/7300-pmi-bermasalah-dipulangkan-kemensos-siapkan-2-rptc-dan-balai
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Secara keseluruhan dideskripsikan pada gambar berikut ini:

- Jelas
- Logis * Bukti Hasil
- Relevan Kebijakan

- Terikat waktu

- Ada angka yang
bida diukur o Bukti

Implementasi

Tinjauan
Kebijakan

Analisis pada Undang-undang N0.18/2017 berikut menggambarkan

hal-hal penting yang pertr @ atfkanyaitu:
a. Te¥

Mengacu pada laporan kinerja BP2MI tahun 2021 (BP2MI, 2021;36)
berikut adalah gambarannya:
1)

Indikator peningkatan upaya pencegahan dan penindakan bagi PMI non
prosedural dengan ukuran kinerja realisasi 97 orang dari target 250
orang. Presentasi capaian ini adalah 38,80%. Dapat dikatakan capaian

ini rendah.
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2) Indikator penempatan PMI yang terampil dan professional dengan
target 37.780 orang, realisasi yang bisa diwujudkan sebanyak 65.363
orang. Presentasi realisasi ini adalah 173,01%.

3) Indaktor pada peningkatan perlindungan PMI dan keluarganya, pada
kasus penurunan PMI capaian kinerja hanya 28% sementara pada
presentasi PMI dan keluarga yang melakukan kegiatan produktif
presentasi capaian sebanyak 107, 32%.

Sejalan dengan rilis laporan kinerja BP2MI pada sisi implementasi
ada hal-hal yang berbeda bisa terjadi. Kasus mutakhir menimpa PMI yang
diberitakan media paska penandatanganan MoU sebagai berikut:

1) Bebasnya majikan dari tuntutan atas kejahatan terhadap seorang
pekerja rumah tangga asal NTT bernama Adelina Lisao. Adelina
meninggal dunia pada tahun 2018 setelah mendapat penyiksaan dari
majikannya di Pulau Pinang. Bantuan hukum terus dilakukan, sidang-
sidang terus dilaksankan-famun pada Kamis, 23 Juni 2022 putusan

pengadilan Penang meny: anmajikan Adelina tidak bersalah. Hal ini

sangat merusak rasa keadilan. Duta besar sebagai sebagai perwakilan

Negara menghadiri acara ng terakhir tersebut mengaku kecewa.3?

2) Koalisi Buruh Migran Berd t (KBMB) memaparkan data tentang WNI
yang meninggal di pusat tahanan imigrasi Sabah Malaysia sebanyak
149 orang. Mereka yang meninggal berasal dari 5 titik pusat tahanan
imigrasi dalam jangka 1,5 tahun dihitung dari tahun 2021. Data tersebut
berbeda dengan daﬁ Wmﬂim’lm'ﬂeh Konjen (KJRI) Indonesia di kota
Ki 1J ercatateyang meninggattahun @Ma satu-grang dan
202‘?‘;5)554}(' ?orang. Beragam pen%k%%b\?kematian tahanan imigrasi
Malaysia salah satunya karena sakit atau kena virus Covid-1933

3) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merilis hasil penelitian tentang
efektifitas penyelengaaran jaminan social bagi PMI dan keluarga selama
masa pandemi. Hasil penelitian DJSN ternyata masih banyak PMI yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan

social PMI. Sebanyak 6,09 juta PMI (67,7 persen) yang tidak terdaftar

32 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647 (Diakses pada 28 Juni 2022)
33 https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-
tanggapan-kjri (Diakses pada 28 Juni 2022).



https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647
https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-tanggapan-kjri
https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-tanggapan-kjri
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sebagai anggota BPJS. Potensi PMI yang bisa menjadi anggota BPJS
mencapai 6,46 juta bahkan lebih®*.

Jika melihat pada isi kebijakan dalam Undang-undang ada peraturan
yang menyatakan perlindungan kepada keluarga PMI melalui program
jaminan social pekerja yang harus diikuti. Program tersebut adalah wajib
bagi calon pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan
kematian. Program yang dianjurkan atau bersifat sukarela untuk PMI
adalah menjadi anggota BPJS jaminan hari tua. Kebijakan tersebut pada
satu sisi adalah memberatkan pekerja dengan iuran, namun pada sisi
manfaat sangat berguna bagi PMI jika mengalami kecelakaan kerja dan
jaminan hari tua.

Rekomendasi dan evaluasi dari BP2MI (2021; 37) terhadap
beberapa kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan adalah karena
beberapa sebab antara lain;

1) Menurunnya jumlah pene
2020. Tahun 2020 penem
PMI.

2) Pemulangan PMi dalam’]

tan pada tahun 2021 dibandingkan tahun
n PMI mencapal 109.510 menjadi 65.363

h besar dari Malaysia karena Lockdown
dan krisis ekonomiyang m dikan banyak PMI tidak bekerja sehingga
dipulangkan. Jumlah mereka yang dipulangkan mencapai 10.987
orang, jumlah tersebut terdiri dari PMi yang legal maupun illegal.

Rangkaian kebijakan, sosialisasi, bantuan dan pelindungan yang
diupayakan oleh pemﬁip‘am@ﬁ]pmﬁeperti yang diharapkan. Namun

keterlibfgm%rlg‘aﬁ%pihak dalam perlindﬁ(}?&w:a/kvAgat penting dalam

mensukseskan-mplementasi kebijakan.

34 https://money.kompas.com/read/2022/06/28/155012026/penelitian-djsn (Diakses pada 28 Juni

2022)
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BAB IV
PENUTUP

15. Kesimpulan

Kebijakan perlindungan warga Negara Indonesia adalah amanat

UUD 1945.

a. Aspek politis: pemerintah sebagai pemegang kuasa politik membuat

undang-undang untuk perlindungan PMI. Pemerintah juga sebagai
pelaksanan perlindungan PMI melalui Kementerian Luar Negeri dan
Konjen. Lembaga pemerintah yang khusus menangani PMI adalah
BP2MI. Dua model perlindungan dari pemerintah yaitu: perlindungan
dengan pendekatan politis' dan upaya kemanusiaan. Upaya
kemanusiaan, perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara

kunjungan, konsultasi bagi korban pelaku kejahatan.

. Aspek hukum (legal): kebijakan perlindungan PMI secara undang-

undang terbaru diamanaahi alalui-UU 18/2017 tentang perlindungan
Pekerja Mingran+ind erupakan revisi dari UU 39/2004
Beberapa perubaha pijakan tersebut adalah penyebutan
nama dari tenaga ke menjadi Pekerja Migran Indonesia
Selain itu lembaga yan g“mengurus PMI sebelumnya bernama

BNP2TKI berubah menjadi BP2MI. Badan khusus ini adalah lembaga

yang mengurus PMI setingkat eselon 1l. Ciri yang menonjol di dalam UU

C.

ada keputusan pemerintah yang defenitif. Kedua, Perllndungan hukum

represif: cara perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa.
Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam membuat keputusan yang
didasarkan pada diskresi.

Aspek anggaran dalam perlindungan PMI masih belum memadai dalam
hal perlindungan PMI. Jumlah anggaran tahun 2021 saja sebesar 13
milyar banyak dihabiskan untuk proses pemulangan PMI karena

pandemi. Capaian kinerja pada sisi perlindungan PMI dalam berbagai
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kasus belum mencapai pada angka yang diharapkan. Hal ini
bersesuaian dengan temuan lembaga atau LSM yang menangani isu
PMI seperti Migran Care dan lainnya. Sementara pada kinerja BP2MI
dalam peningkatan keterampilan bagi PMI adalah mencapai pada angka
yang menggembirakan atau melebihi dari target yang ditetapkan.
Beragam persoalan yang dihadapi antara lain situasi pandemi,
terbatasnya anggaran, koordinasi dengan berbagai pihak terkait masih
memerlukan langkah kongrit serta banyaknya PMI yang tidak terdaftar.
Masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh majikan,
perusahaan pengirim PMI; di penempatan, terjadi tindak kekerasan,
bahkan ditelantarkan di tahanan. Kasus-kasus tersebut terus

mengemuka.

16. Rekomendasi.

Berdasarkan pada bamyakiya persoalan yang masih mengemuka

diaalami oleh PMI beberapa't rekomendasikan:
1. Kementerian Tenagd Kef] an _pemerintah yang diamanatkan

dalam UU 18/2017 | jera (lirealisasikan. Penambahan pusat-

peran swasta yang berbiayatinggi dapat dikurangi.

2. Lembaga BP2MI: Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai yang

menangani masalah PMI dalam rekrutmen, pelatihan dan penempatan.

kapasitas dan kemampuan calon PMI terus dilakukan.

3. Kementerian Luar Negeri (Kedutaan dan Konjen); Perlunya peningkatan
dan perbaikan layanan di kedutaan atau konjen di Malaysia. Shelter
khusus di kedutaan bagi penanganan PMI yang bermasalah perlu
menjadi prioritas. Memperbanyak layanan akses konsultasi di berbagai
titik PMI yang jauh dari jangkauan kedutaan maupun konjen.

4. Depkumham (imigrasi) di kedutaan dan konjen perlu mensosialisasikan
layanan imigrasi secara daring yang memudahkan PMI yang jauh dari

jangkauan kedutaan dan konjen.
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. Polri: Mewaspadai jalur-jalur pengiriman PMI secara illegal dan
menindak pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI illegal.

. Agen swasta: agar terus melakukan sosialisasi dan kampanye kepada
calon PMI agar melalui mekanisme legal supaya terlindungi oleh
Negara.

. Negara Malaysia: Instrumen perjanjian ASEAN dan MoU agar sama-
sama dipatuhi sebagai kekuatan yang mengikat. Komite ASEAN yang
merupakan badan adhoc perlu ditingkatkan kewenangannya.

. Pemerintan Daerah: ikut berperan dalam memberdayakan serta
meningkatkan kemampuan skill PMI. Pemda menyediakan dan

memfasilitasi layanan rehabilitasi serta memulihkan PMI yang kembali

karena berbagai masalah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Inti kebijakan tentang pekerja di Malaysia

untuk menggaji mana-mana orang lain sebagai pekerja
termasuk ejen dan pengurus.

Takrif Pekerja

Mengikut Jadual Pertama, Pekerja adalah:

Mana-mana orang tidak kira pekerjaannya yang telah
memasuki kontrak pekerjaannya yang teliah memasukts
kontrak perkhidmatan dengan seorang mi) kan di mana upaty
tidak melebihi dua ribu ringgit (RM2000) s ¢bulan
Mana-mana orang tidak kira had gajinyayang telah
memasuki kontrak perkhidmatan dengan seorang majlkan
pekerja kasar(manual labour)

a) MemberlNotis bectully

Aktiviti Utama Jabatan Tenaga Ker Undang-Undang Utama yang
Ytama enaga keria Dikuatkuasakan
b oty el A b el
| kan o g k5. PR AR TR
A Jabaltan;ex:tg:KKerja. L erge r Qi
engenalan erja 1  Mergenanposan sl i sl o
e o o O s e R
I:‘M._L B T QAkts Makhumat Pekerjaan 1953
o cat it st dat el Qaeta o dan Ant Migran
¥ Mermbart pencar kera dala peluang peung. e
yang sesual o 4
t & Kewalipan-Kewajipan Utama Majikan Di bawah
Takrif Maj'kan Akta Kerja 1955 Dan Peraturan-Peraturan Kerja Peraturan-Peraturan Kerja 1957 seperti berikut:
* Mana-mana orang yang telah memasuki Kontrak Pekerjaan 1957 1. Butir-butir peribadi pekerja - Peraturan 5(a)

I, Butir-butir terma dan syarat-syarat perkhidmatan pekerja =
Peraturan 5(b)

Il Butir-butir gaji dan elaun = Peraturan 5(c)

IV. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan di
tempat pekerjaan untuk tempoh tidak kurang 6 tahun -
Peraturan 6 dan Seksyen 61(2), Akta Kerja 1955

4 Mana-mana majikan yang tidak mematuhi perkara diatas
boleh didakwa dibawah Seksyen 97(a) dan jika disabit
kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000{Seksyen 99A,
Akta Kerja 1955)

Hak-Hak Utama Pekerja Di Bawah Akta Kerja 1955

yang dibavishSelksyen 2 berak
mendapat kemudahan minimum seperti berikut ;

i. Hari Rehat Mingguan
{Seksyen 59 & 69 Akta Kerja 1955]

st
tersebut, bayaran tambahan pe i Akta Kerj

il Hari Kelepasan Am Bergaji
[Seksyen 60D{1){a)& (b) Akta Kerja 1955]

Minimum 11 hari kelepasan am setahun laitu 5 hari wajib;
3. Hari Keputeraan DYMM YOP Agong

. Elawn Cuti Bersalin
[Seksyen 37, Akta Kesja 1955]

60 hari i berga kepada pekara yang:

4 Telah bekerjs denan majikan epch sebeam
bersaling

b #

€ Terhad hepada 5 oang aak yang mash b semasa tankh bersalia

[Seksyen37(14c) Abta Kerfa 1655).

i Bayaran Ker Lebh Masa
[Seksyen 60§3) & Seksyen 60(1), Akta Ko 1955)
Kadarmy seperti berikut:
2. Mari Blasa (1.5 kali ganda)
Gofi Pokok / 26 1.5 x bi, Jam

b Harl Rehat (2.0 kall ganda)
Gafl Pokok / 26X 20X biL Jom

€ Mar Kelepasan Am (1.0 kall ganda)
Gajl Pokok / 26.x 3.0 b Jam

@
/ Peraturan (Had Ketja Lebih Masa) 1980]
N

(!

-

[Sekayen £0F, Akta Kerja 1955}
| hnreemee | Megncl
ahn "

Waktu Kerja Di Bawah Akta Kerja 1955

{Seksyen 60A(1) Akta Kerfa 1955]

I, Pekerja tidak boleh bekerja:

Ii. Lebih 5 jam berturut-turut tanpa rehat tidak kurang
daripada 30 minit;

fil. Lebih daripada 8 jam dalam satu hari;

Iv. Lebih 48 jam dalam seminggu.




Ganti Rugi Notis ;
Tempoh Bayaran Gaji Di Bawah Akta Kerja 1955 € Faedah Penamatan Kerja
[Sekaven 12, Akta Ked 1955

Troch
i boleh [Seksyen 18 Akt era 1955 XY G et
W Tidak [ pot per o (Peraturan 3), i b
wpoh [Saksyon 19 Akta Kerja 1955)

Kelaysan:
. pebery, o 1-2tahun 10 hrl g setabn
Pttty N ] ol o

$Tabin & bh «20har o setabun
b, Sika peberja meletak frwatan, g3 hendabloh dibayar tidak kewat darigada hart K2 T ! "
ketga perietak [Seboyen 21(2) Akt Keejo 1955 Gerap T, Karig 5 T 8 Kandah Pengiran:

G

a Kotis Ammdnled @ Gajl +ETx 12 x Kelayakan x B tahun keefa

365 hat

dbaryar serentak dengan kes il & iv datas. " Kanckah Porgiraan
- ko -
il e A28 e A "1
| 5 hari i budan berkenaan N

Sumber: Azhar. A.N.K, 2017 dari Labour Departement Malaysia.
https://www.slideshare.net/Anisnajwakhairulazha/akta-kerja-1955 (diakses
pada 26 Juni 2022)

Lampiran 2 Tabel Konvensi PBB tentang upah pekerja

Ketentuan Konvensi 26 Konvensi 99 Konvensi 131

Tahun Adopsi 1928 1951 1970

Tanggal berlaku 14 Juni 1930 23 Agustus 1953 29 April 1972

Jumlah Ratifikasi 105 52 54

Status Status quo Status guo Up to date

Prinsip Pokok Membuat Membuat dan Membuat system
mekanisme h _menetapkan upah penetapan upah
minimum minimum yang minimum

standar

Ruang Lingkup  Sektor bisni n~ Sektor pertanian  Semua sector

perdagangan formal

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-

11540%(\Q{aﬁ$smﬁilq 24 Juni 2022)
TANHANA MANGRVA

Lampiran 3 gambaran konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh

pemerintah Indonesia:

No No Konvensi Tentang Ratifikasi  UU/PP/Kepres
dan Tahun
1 19/1925 Perlakuan yang sama dalam 1927 Lembaran
tunjangan kecelakaan kerja Negara RI
bagi pekerja nasional dan tahun 1929 No

asing. 53



https://www.slideshare.net/Anisnajwakhairulazha/akta-kerja-1955
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409
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It

12

13

14
15

27/1929

29/1930

45/1935

69/1946

82/1947

87/1948

88/1948

98/1949

100/1951

Pemberian tanda ukuran
berat pada barang yang
dipak pengiriman melalui
kapal.

Kerja paksa dan kerja wajib

Memperkerjakan perempuan
di bawah tanah dan
pekerjaan tambang

Juru masak kapal
bersertifikasi

Inveksi ketenagakerjaan
Kebebasan berserikat dan

perlindan dalain
menjalan organisasi

Institusi p anan
ketenagakerje.an

Penerapam@@iasip-prinsip
hak-dalam berorganisasi dan
perundingan.

Penghapusan upah yang

Samaﬁ%ﬁﬁ' laki-laki
darhahit arfaan

1933

1933

1937

1992

1998

1948

1956

1957

TAN HANﬁng sama nilainya. MANGRVA

105/1957

106/1957

111/1958

185/1958
120/1964

Penghapusan kerja paksa

Istirahat mingguan dalam
bisnis

Diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan
Dokumen Identitas pelaut
Kebersihan di tempat
berdagang.

199¢€

1958

2008
1969

Lembaran
Negara No
117/1933

1933/
Lembaran
Negara No.
261

1937/
Lembaran
Negara No.
261219

Kepres No
4/1992

uu tenaga
kerja

Keppres
No0.36/2022

UU 18/1956.
Lembaran
Negara nomor
42

UU  80/1957.
Lembaran
Negara no.171

U
N0.20/1999
UU No.3/1961

uu
N0.20/1999

UU No03/1969




138/1973 Batas usia inmum untuk uu
bekerja No0.20/199

144/1976 Tripartit konsultasi dalam Kepres
MEMOR mempromosikan N0.26/200
‘pelaksanaan standar buruh
internasional.
PEMER
18 182/1999 Penghapusan bentuk- 2000 UU 21/20(
bentuk pekerjaan terburuk
P
untuk anak
TENTANG RENFMRAT RJA MIGRAN
© UtdNDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA
tentang hak
pekerja

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH MALAYSIA,
Surqber: httBSi//Sbml.Or.ldA §Ser|kat Buruh Ml,ﬂrrf(m Indonesia, diakses pad

selanjutnya ri-sendiri sebagai "Pihak" dan bersama-sama

sebagai "Para Pihak"; 25 Juni 2022)

MEYAKINI bahwalG e a5k 5 SNAREATCIoRE 5 5V ala%RI8r Domestik di

Malaysia wajib menjadi bidang : saling menguntungkan bagi

kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningka gan bagi Pemberi Kerja dan

Pekerja Migran Indmgﬂq&fgﬁ%&& Gsif 'i%{lafﬁ,&ipgw memperkuat

mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana

diatur dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan

WAN hukum dan peraturan perundang-undangan yar

dari masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN mengenai hal-hal berikut;



https://sbmi.or.id/




Pasal 1
Definisi

Untuk tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai
MSP) ini;

"Pekerjaan Sektor Domestik" adalah pekerjaan yang dilakukan di atau
untuk sebuah rumah tangga; ‘

"Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik" (selanjutnya disebut
sebagai PMID) adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang
dikontrak untuk bekerja di satu rumah tangga di Malaysia untuk jangka
waktu tertentu dan untuk kategori pekerjaan tertentu sesuai Perjanjian

Kerja;

"Pemberi Kerja" adaiah setiap individu yang diberikan persetujuan oleh

otoritas terkait di Malaysi pekerjakan PMID dari Republik
Indonesia;

"Perwakilan Republik Indcnesia" adalah Kedutaan Besar Republik

Indonesia, atau Konsulat

Jenderal Malaysia, atau Konsulat Malaysia di Republik Indonesia;

"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" (selanjutnya
disebut sebagai P3MI) adalah sebuah badan usaha yang telah
rhemperoleh izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk
melakukan penempatan PMID;




"Agensi Perekrutan Malaysia" (selanjutnya disebut sebagai APM) adalah
sebuah agensi swasta penempatan tenaga kerja yang berlisensi di
bawah Private Employment Agency Act 1981 dan disetujui oleh
Pemerintah Malaysia untuk merekrut pekerja sektor domestik dari
Indonesia;

"Pas Kerja" adalah izin masuk (untuk pekerjaan sementara) yang
dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia (selanjutnya disebut
sebagai DIM) untuk mengizinkan PMID untuk bekerja di Malaysia;

"Sistem Penempatan Satu Kanal' adalah sebuah sistem terintegrasi
sebagai mekanisme tunggal untuk penempatan PMID di Malaysia yang
disepakati oleh Para Pihak;

"Melarikan Diri" adalah tindakan sukarela oleh PMID untuk meninggalkan
tempat kerja, sebagaimana tur dalam Perjanjian Kerja, tanpa
persetujuan dari Pembari Ke

termasuk melarikan diri kg

atau perlakuan buruk dari

Kata-kata serta ekspresi dalam bentuk tunggal termasuk yang jamak, dan

kata-kata serta ekspresi dalam bentuk jamak termasuk yang tunggal.

Tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan pelindungan bagi Pemberi Kerja
dan PMID di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang
ada.




Pasal 3
Pelaksanaan

Para Pihak Vsepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan
penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka
Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dijabarkan dalam
Lampiran A.

Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan
penempatan PMID serta pelindungan bagi PMID dan Pemberi Kerja
wajib sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan MSP ini dan hukum,
aturan, perundang-undangan, kebijakan dan arahan nasional masing-
masing Pihak.

wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai Pengurus
Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.
PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai
Pengasuh Anak atau Pengasuh Lanjut Usia.
PMID wajib hanya dipekerjakan di satu premis.
Satu rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah
maksimal enam orang di atas lima tahun dan tidak berkebutuhan khusus.
Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan PMID wajib

¢

dijabarkan dalam Lampiran B.




Pasal 6
Persyaratan Perekrutan

Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih
untuk bekerja oleh Pemberi Kerja wajib memenuhi persyaratan berikut
sebelum mereka masuk ke Malaysia:
a. berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun;
b. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, budaya, dan praktik
sosial Malaysia;
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia;
mematuhi prosedur imigrasi Malaysia;
memiliki sertifikat kompetensi;
memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari Para Pihak; dan
terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia.

Pemerintah Republik
ditempatkan di Malaysia wajib

perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia;, serta

menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka

Para Pihak wajib menjamin bahwa calon Pemberi Kerja wajib memiliki
pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat
mempekerjakan PMID. Para Pihak sepakat bahwa Perwakilan Republik
Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum
dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang

berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang

0\

diberikan oleh calon Pemberi Kerja.




Pasal 8
Tanggung Jawab

Para Pihak mengakui bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja, APM,
P3MI, dan PMID untuk tujuan pelaksanaan MSP ini wajib sesuai dengan
Lampiran C.

Tunduk pada ketentuan berdasarkan MSP ini dan hukum, aturan,
perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional masing-masing
Pihak, Para Pihak wajib mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh APM, P3MI, Pemberi Kerja, dan PMID.

Pasal 9

Perjanjian Kerja

Para Pihak sepakat balkwa D yang direkrut berdasarkan MSP ini
wajib bekerja di Malaysia ¢jangkawaktu tertentu, kategori pekerjaan
tertentu, dan dalam satuy pre: sesuai dengan syarat dan ketentuan
pada Perjanjian Kerja, sebagaimana diatur dalam Lampiran D.

Para Pihak mengakui hak-hak Pemberi Kerja dan PMID untuk
memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja.
Perpanjangan dan/atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai

Para Pihak sepakat bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan
dalam Perjanjian Kerja. Selanjutnya, Perwakilan Republik Indonesia di
Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai

melalui pengesahan Job Order dan Perjanjian Kerja.

Perjanjian Kerja wajib disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.




Pasal 10
Pelindungan dan Bantuan bagi PMID

Untuk tujuan pelindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID
memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara
teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi
kerjanya.

Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler
yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa
penundaan.

Pasal 11
Komponen Struktur Biaya

Para Pihak menjamin bahwa PMID wajib tidak menanggung biaya apa
pun yang terkait dengan(penempatannya di Malaysia.

Setiap biaya yang berasal dari g zaipan kebijakan, undang-undang,

dan peraturan yang di arkan ©leh Pemerintah Malaysia waijib
ditanggung oleh Pemberi Kerja dan dibayar penuh di Malaysia.
Para Pihak menyepakati Kompoien Struktur Biaya sebagaimana diatur

dalam Lampiran F.

Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMID
terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum
keberangkatan ke Malaysia.

Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang
mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam Skim Bencana
Kerja Pekerja Asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

[Act 4] dan menyediakan asuransi kesehatan.




Pasal 13
Pemulangan

Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah

selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 14
Otoritas yang Ditunjuk

Para Pihak menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan
Kementerian Sumber Manusia Malaysia, masing-masing, sebagai instansi

penjuru untuk mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini.

Pasal 15

Kelompok Kerja Bersama dan Satuan Tugas Bersama

Para Pihak sepakat ntuk membentuk Kelompok Kerja Bersama
(selanjutnya disebut sebagai

pelaksanaan dan penafsiran
KKB wajib bertemu setiap tiga bulan atau saat diperlukan, dan
menentukan tempat dan tanggal pertemuan.

STB wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan
ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

STB waijib berupaya untuk memberikan solusi yang tepat mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan PMID.

STB wajib melaporkan secara teratur kepada KKB.

Modalitas terperinci dari STB wajib ditetapkan dalam Kerangka Acuan

yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

g 4




Pasal 16
Pengaturan Keuangan

Pengaturan keuangan untuk pembiayaan kegiatan kerja sama yang

dilakukan dalam kerangka MSP ini wajib disepakati bersama oleh Para

Pihak berdasarkan kasus-per-kasus sesuai dengan ketersediaan dana.
Terlepas dari apapun dalam Ayat 1 di atas, pembiayaan untuk
penyelenggaraan pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh
Pihak tuan rumah pertemuan. Pihak yang mengirimkan perwakilannya
untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja, jika ada, waijib

menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri.

Pasal 17
Penangguhan

Masing-masing Pihak berhak

nasional, ketertiban umu kesehatan  masyarakat, untuk
“menangguhkan sementara,

pelaksanaan MSP ini yang

melalui saluran diplomatik diberikan ada Pihak lainnya.

Pasal 18

atau perubahan semua atau sebagian dari MSP ini.

Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh Para
Pihak waijib dilakukan secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral
dari MSP ini.

Perbaikan, modifikasi, atau perubahan dimaksud wajib mulai berlaku
pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi
hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum
atau hingga tanggal perbaikan, modifikasi atau perubahan tersebut.




Pasal 19
Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran
atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini waijib
diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara
Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau
pengadilan internasional.

Pasal 20
Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi, dan
data lain yang dihasilkan, diterim tau diberikan kepada Pihak lainnya
selama periode pelaksanaan MSP atau| perjanjian lainnya yang dibuat

'sesuai dengan MSP ini, kecuali ‘discpakati lain oleh Para Pihak atau

diwajibkan oleh hukum.

Pasal 21
Pemantauan dan Evaluasi

sebagaimana diatur dalam Lampiran G.

Pemantauan dan evaluasi pertama wajib dilakukan pada bulan ke-3
(ketiga) setelah penandatanganan MSP ini.

Pemantauan dan evaluasi rutin wajib menggunakan Indikator Kinerja

Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran H.










LAMPIRAN ALUR PIKIR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME

PMI KE MALAYSIA

NASIONALISME
MENINGKAT

INTERNASIONAL
- NASIONAL

- POLITIK

- - SOSIAL BUDAYA
Pertanyaan Kajian - EKONOMI

1) Bagaimana regulasi yang mengatur
perlindungan warga Negara Indonesia di - PERTAHANAN DAN KEAMANAN

luar negeri. - DEMOGRAFI

2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam
perlindungan warga Negara Indonesia di
luar negeri khususnya pekerja migran.




